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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pemungutan pajak hotel yang 

diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan 

mengetahui kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah. Adanya hotel di Kabupaten 

Pasuruan mempunyai peran yang penting untuk mendukung pariwisata. Kabupaten 

Pasuruan berlokasi di sekitar pegunungan yang berhawa sejuk sehingga menarik 

wisatawan untuk berkunjung. Hal ini memberikan kesempatan yang bagus bagi 

pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pendapatan pajak hotel. 

Penerapan sistem yang tepat untuk menghasilkan pendapatan dibutuhkan dukungan dan 

usaha dari pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang terdiri dari wawancara 

dengan kepala seksi Pendapatan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan data 

sekunder yang terdiri dari arsip dan dokumen resmi yang berasal dari Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Kabupaten Pasuruan. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan 

wawancara dengan kepala seksi pendapatan dan pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah, observasi yang peneliti lakukan hanya mengamati wajib pajak hotel ketika 

membayar pajak, dan dokumentasi peneliti hanya memilah dokumen yang diperlukan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut 

Miles dan Huberman. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

menerapkan sistem pemungutan self assessment untuk pajak hotel sejak tahun 2010. 

Sistem ini mengizinkan wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan 

pajak hotelnya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Menurut informasi, kegiatan pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment 

lebih efisien dan efektif. Data menunjukkan sejak diterapkan sistem self assessment, 

pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kontribusi pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan untuk Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pasuruan. 

Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pasuruan lebih meningkatkan pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah 

lebih efektif. Perlu dilakukan agar target pendapatan pajak hotel dapat tercapai maksimal. 

Untuk mencapai target yang ditentukan diperlukan sistem yang tepat. Sehingga, 

prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah seimbang dengan prosentase target 

Pendapatan Asli Daerah yang ditentukan. Oleh karena itu, Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah harus melakukan sosialisasi dan pengawasan atas implementasi sistem 

pemungutan pajak. Penelitian ini mengharapkan penerapan sistem ini dapat memberikan 

kontribusi untuk meningkatkan prosentase penerimaan pajak dari industri hotel.  

Kata Kunci  : Sistem Pemungutan, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah 
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SUMMARY 

 

Anggarini, Hanindita Kumala, 2014, Analysis of Hotel Tax Collection System to 

Increase Local Revenue (Study on the Division of Local Financial Management at 

Pasuruan Regency), Drs. Dwiatmanto, M.Si., Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., 

Ph.D. This 102 + xv 

 

This study is aimed to analyze the tax collection system for hotels 

implemented by the Division of Local Financial Management in the Pasuruan 

Regency and to find out the contribution to increase local revenues. The presence 

of hotels in the regency has an important role for supporting tourism. Pasuruan 

Regency is located in a good atmosphere surrounded by mountains and this 

attracts tourists to visit the regency. This creates a respectable chance to the local 

government to increase their local incomes from the tax for incomes from hotels. 

The appropriate system applied to collect the incomes is required to support the 

local governments efforts to increase the local revenues. 

This study applies descriptive method with a qualitative approach. Source 

of data used, primary data which consist interview who head of revenue at 

Division of Local Financial Management and secondary data, the data by from 

archieve and formal documents which are at Divison of Local Financial 

Management in the Pasuruan Regency. Techniques of data collection by interview 

with head of revenue and staffs at Division of Local Financial Management, the 

observation just only do observation about taxpayers of hotel tax, and 

documentation only make documentalist. This study employs Miles and 

Huberman’s approach to analyze qualitative data. 

The findings show that the Division of Local Financial Management in the 

Pasuruan Regency has implemented the self-assessment system for collecting 

taxes for hotels since 2010. The system allows the taxpayers to compute, 

calculate, and report their tax payables to the Division. According to officers in 

the office, applying the system has improved the efficiency and effectiveness of 

taxes collecting activities. Data shows that since the implementation, the tax 

revenues from hotels have increased. This finding indicates the contribution of the 

tax revenues from hotels for increasing the local revenues of Pasuruan Regency. 

This study recommends to the the Division of Local Financial 

Management in the Pasuruan Regency to improve efforts to manage the potential 

sources for the local incomes more effectively. This is necessary in order to define 

such a correct level of targeted tax revenues from hotels. While the targeted 

number has been determined, efforts to attain the target would be directed 

correctly. Then, the percentage of real revenues would be balanced around the 

percentage of the target. To do so, the Division should conduct socialization and 

monitoring activities upon the implementation of the tax collecting system. 

Communicating the system to taxpayers is potential to introduce and show the 

applicability of the system for them. This study expects these programs then 

would be able to contribute for improving the percentage of tax receiving from 

hotels industry. 

Keywords : Voting Systems, Hotel Taxes, Local Revenue 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sudah mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat. 

Adanya perkembangan perekonomian tersebut pemerintah diharapkan dapat 

menciptakan sistem perekonomian yang baik sehingga dapat mendukung 

pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan 

cita-cita suatu Negara. Potensi sumber daya pada setiap daerah yang berbeda 

dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional di Indonesia dan 

menjadi sumber pendapatan daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 paragraf kedua pasal 157 

tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan menjelaskan sumber pendapatan 

daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, 

lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengertian di atas menjelaskan bahwa salah 

satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah. Hasil pajak 

daerah dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. Oleh karena itu pajak memiliki sifat yang memaksa dan wajib dibayarkan 

oleh wajib pajak. 

Tax reform pajak pusat pertama di Indonesia telah dilaksanakan tahun 1983. 

Hal itu ditandai dengan adanya sistem pemungutan pajak dengan self assessment 

system dan ketentuan-ketentuan baru yang diberlakukan. Pajak daerah pertama 
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baru dilakukan pada tahun 1997 (Kurniawan, 2004:1). Pemberlakuan pajak daerah 

sebagai sumber pendapatan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan 

pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, 

tetapi anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau 

badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah 

maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus 

membayar pajak daerah (Siahaan, 2010:3). Pajak di Indonesia memberikan 

kontribusi yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh 

karena itu diperlukan mekanisme pemungutan pajak yang baik supaya penerimaan 

atas pajak sesuai dengan yang diharapkan dan dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa 

pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Jenis pajak daerah salah satunya adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel (Siahaan, 2010:72). Pajak hotel memiliki 

peran untuk mendukung peningkatan pajak daerah dimana pajak hotel merupakan 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang nantinya Pendapatan Asli Daerah 

digunakan untuk membangun daerah tersebut. 

 Adanya pajak hotel yang harus dipungut harus diimbangi sistem yang baik 

agar lebih terangkai dengan baik karena sistem pemungutan pajak hotel nantinya 
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akan terjadi secara berulang-ulang sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat 

mendukung pemungutan pajak hotel tersebut. Sistem merupakan suatu rangkaian 

kegiatan atau prosedur yang saling berhubungan satu dengan lain. Sistem 

pemungutan pajak hotel merupakan suatu rangkaian atau prosedur dalam 

pemungutan pajak hotel yang saling berhubungan satu dan yang lain. Sistem 

pemungutan pajak hotel perlu diperhatikan karena memiliki pengaruh dalam 

penerimaan pajak hotel tiap bulannya dan kontribusinya terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah.  

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Timur 

karena lokasinya yang cukup strategis. Keberadaan Kabupaten Pasuruan yang 

berdekatan dengan Ibu Kota Provinsi serta potensi yang ada di Kabupaten 

Pasuruan menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu wilayah dalam 

pengembangan pariwisata, bisnis, industri, dan perdagangan. Kabupaten Pasuruan 

memiliki banyak daya tarik wisata yang menarik, banyak, dan lengkap. Daya tarik 

wisata tersebut meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata industri, dan wisata 

buatan yang dapat dikembangkan potensinya untuk menarik wisatawan datang 

berkunjung di Kabupaten Pasuruan (Pariwisata Dalam Angka 2011 Kabupaten 

Pasuruan). Selain itu, Kabupaten Pasuruan juga  mempunyai potensi obyek hotel 

yang terlihat cukup menonjol karena banyaknya pariwisata dan suasana 

pegunungan yang tenang serta udara yang sejuk. Sehingga Kabupaten Pasuruan 

cocok untuk usaha penginapan atau hotel. Hotel yang tersedia di Kabupaten 

Pasuruan merupakan sarana pendukung bagi pariwisata yang ada di Kabupaten 

Pasuruan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. 



4 

Adanya daya tarik wisata yang menarik di Kabupaten Pasuruan perlu 

didukung dengan tempat peristirahatan yang nyaman bagi pengunjung wisata 

supaya lebih menikmati pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah daerah 

dan pengusaha di Kabupaten Pasuruan menyediakan jasa penginapan sebagai 

tempat beristirahat dan sarana pendukung pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Jasa 

penginapan atau tempat peristirahatan tersebut yaitu hotel yang tentunya dapat 

memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah. Sumbangan yang dimaksud 

berupa iuran yang wajib dibayarkan oleh orang atau badan yang menyediakan jasa 

biasanya disebut dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. Pajak daerah tersebut diatur di 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah yang menyebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Salah satu pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Pasuruan yaitu pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan 

yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya yang dipungut bayaran, yang 

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pondok wisata (homestay), 

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah 

kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (www.pasuruankab.go.id). Hal ini dapat 

http://www.pasuruankab.go.id/
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diartikan bahwa pajak hotel juga memberikan kontribusi kepada daerah sebagai 

sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan daerah dan juga meningkatkan perekonomian daerah di 

Kabupaten Pasuruan.  

Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan memiliki target sendiri untuk 

pendapatan yang akan diterima dari pajak hotel. Target penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2012 akan dijelaskan pada tabel 1.  

Tabel 1  Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten 

Pasuruan Tahun Anggaran 2008-2012 

 

Tahun Target 

(dalam Rp) 

Realisasi 

(dalam Rp) 

2008 1.450.000.000 1.680.805.436 

2009 1.851.900.000 2.122.064.678 

2010 2.402.000.000 2.431.626.774 

2011 2.452.000.000 2.466.897.528 

2012 3.005.500.000 4.220.307.170,34 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008-2012 

Tabel di atas menjelaskan bahwa setiap tahun target penerimaan pajak hotel 

mengalami peningkatan. Oleh karena target penerimaan pajak hotel setiap tahun 

mengalami peningkatan maka pemerintah daerah perlu memiliki sistem 

pemungutan pajak hotel yang baik agar dapat merealisasikan target pajak hotel 

tersebut. 

Realisasi penerimaan pajak hotel perlu didukung dengan adanya jumlah 

hotel di Kabupaten Pasuruan yang nantinya memberikan kontribusinya untuk 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Pasuruan diakumulasikan dari seluruh  jumlah wajib pajak hotel yang 

ada di Kabupaten Pasuruan yaitu 72 hotel yang termasuk di dalamnya cottage, 
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motel, villa/losmen/penginapan/kos dengan jumlah kamar yang berbeda pada 

setiap hotel karena jumlah kamar ditentukan oleh pemilik hotel seiring dengan 

perkembangan hotel tersebut (Sumber : Data wajib pajak hotel Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2013). Sehingga Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mewajibkan setiap hotel yang ada di 

Kabupaten Pasuruan dapat memberikan kontribusinya untuk membantu 

memenuhi target pajak hotel yang sudah ditentukan oleh daerah dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. 

Jumlah pengunjung yang datang berkunjung untuk menginap di hotel juga 

mempengaruhi realisasi dari target pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. Karena 

dengan adanya jumlah pengunjung tersebut dapat menambah pendapatan hotel 

yang nantinya digunakan untuk membayar pajak hotel. Jumlah pengunjung yang 

datang berkunjung untuk menginap pada tahun 2008-2012 di Kabupaten Pasuruan 

dijelaskan dalam tabel 2. 

Tabel 2  Jumlah pengunjung yang menginap di hotel Kabupaten 

Pasuruan tahun 2008-2012 

 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 

Jumlah 

Pengunjung 

(orang) 

95.625 404.153 380.366 290.240 92.747* 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan dalam 

   Angka (2012) 

 

*data jumlah pengunjung tahun 2012 di dapat hanya dari jumlah pengunjung hotel 

bintang. 

 

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah pengunjung yang datang 

berkunjung untuk menginap di hotel mengalami penurunan setiap tahun. Data 

jumlah pengunjung ini di dapat dari data pengunjung hotel bintang atau setara 
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bintang, non bintang, dan pondok wisata yang dijumlahkan. Pada tahun 2012 

terjadi penurunan jumlah pengunjung secara drastis, dikarenakan tidak adanya 

data mengenai jumlah pengunjung hotel non bintang dan pondok wisata sehingga 

tidak dapat ditambahkan. Terjadinya penurunan jumlah pengunjung setiap tahun 

juga dikarenakan tidak adanya data mengenai jumlah pengunjung yang tidak 

menginap.  

Jadi, banyaknya hotel di Kabupaten Pasuruan dapat diambil kesimpulan 

bahwa sebenarnya banyak wajib pajak hotel yang harusnya dapat terdata dan 

dikelola dengan lebih maksimal tetapi belum dapat dimaksimalkan, hal ini akan 

berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk 

meminimalisir kemungkinan penurunan penerimaan pajak hotel maka diperlukan 

suatu sistem pemungutan pajak hotel yang baik agar realisasi penerimaan pajak 

hotel dapat tercapai dengan maksimal. Fakta yang menarik dalam penelitian ini 

adalah bahwa terdapat peningkatan target penerimaan pajak hotel sementara 

jumlah pengunjung yang menginap di hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan 

mengalami penurunan. Hal ini mendorong peneliti melakukan penelitian 

mengenai sistem pemungutan pajak hotel. Oleh karena itu penelitian ini 

mengambil judul “Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka peneliti 

memaparkan beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten 

Pasuruan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pasuruan? 

2. Apakah sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas 

Pengelolaan Keuangan daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pasuruan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut dapat dirumuskan tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan sistem 

pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 

2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis sistem pemungutan 

pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan. 
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D. Kontribusi Penelitian 

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Aspek Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan bahan informasi sebagai acuan referensi bagi peneliti lain di masa 

mendatang yang berminat dan memiliki tujuan yang sama. 

b. Salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) Ilmu Administrasi 

Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya 

Malang.  

2. Aspek Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, informasi, 

dan bahan pertimbangan bagi instansi dan masyarakat luas dalam 

menentukan kebijakan terkait pelaksanaan pemungutan pajak hotel 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

b. Sebagai sarana penghubung antara instansi dengan lembaga 

pendidikan. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, dimana masing-masing bab 

memberikan pokok bahasan yang saling terkait dan tersusun secara sistematis 

sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi yaitu dasar 

penelitian, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kontribusi 

penelitian, dan sistematika pembahasan yang memberikan penjelasan singkat 

untuk masing-masing bab. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai acuan 

dasar dalam penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian. Penelitian ini 

juga dilengkapi dengan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menganalisis 

data nantinya. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini, 

antara lain teori sistem, sistem akuntansi, sistem pemungutan pajak, pajak, pajak 

daerah, pajak hotel, Pendapatan Asli Daerah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta 

teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dengan 

menyajikan data yang sesuai dengan penelitian serta menganalisis data yang telah 

diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan perumusan 

masalah dengan alternatif penyelesaiannya. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari hasil dan 

pembahasan selama penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran 

yang sesuai dengan kesimpulan guna perbaikan di masa mendatang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah pernah dilaksanakan 

sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti menggunakan acuan referensi dengan 

judul penelitian “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Dan Retribusi 

Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar)”. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur 

pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan di Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Blitar belum efektif karena 

kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang 

seharusnya datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, 

dan Asset Daerah Kabupaten Blitar. Hal ini dikatakan kurang efektif karena akan 

menambah biaya operasional. Efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2006 

sebesar 108,23%, tahun 2007 sebesar 104,77%, tahun 2008 sebesar 84,18%, tahun 

2009 94,63%, dan tahun 2010 sebesar 104,43%. 

Kedua, peneliti menggunakan acuan referensi dengan judul penelitian 

“Evaluasi Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai Usaha 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar”. Hasil dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran dari tahun 2005-2009 
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masih berkisar antara 41,86%-53,17%, hal ini menunjukkan tingkat efektivitas 

pajak hotel dan restoran kurang efektif. Kontribusi pajak hotel dan restoran 

terhadap Pendapatan Asli Daerah masih rendah, dilihat dari rata-rata kontribusi 

pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 tahun terakhir 

hanya sebesar 1,20%. Ketiga, peneliti menggunakan acuan referensi dengan judul 

penelitian “Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Parkir Dalam Upaya Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak parkir 

yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun 

pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak parkir masih tidak sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.  

 Persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang sistem pemungutan 

pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan perbedaan dari 

ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu perbedaan 

tempat penelitian. Namun, untuk fokus penelitian pada penelitian pertama lebih 

fokus pada sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah di 

Kabupaten Blitar secara keseluruhan. Penelitian kedua lebih fokus pada evaluasi 

efektivitas pajak hotel dan restoran di Kota Blitar. Penelitian ketiga lebih fokus 

pada evaluasi sistem pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan di Kota Malang. 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih fokus pada penerapan sistem 

pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. 
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B. Sistem Pemungutan Pajak 

Pengertian sistem pemungutan pajak sesuai dengan Undang-Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia yang menentukkan bahwa 

sistem perpajakan di Indonesia adalah Self Assessmment. Penerapan sistem Self 

Assessment dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Siahaan, 2010:98). 

Menurut Kurniawan (2004:126) tata cara pemungutan pajak daerah atau 

sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 Undang-

Undang Pajak Daerah yang menegaskan mekanismenya sebagai berikut: 

a. Pajak yang terutang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah 

(Official Assessment System) 

Pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah 

melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disamakan, 

seperti karcis atau nota perhitungan. Official assessment system, yakni 

sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya tarif pajak terutang 

ditentukan oleh fiskus/aparat pajak. 

b. Pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (Self Assessment 

System) 

Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak mendaftarkan diri, 

menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melaporkan 

sendiri jumlah pajak yang terutang dengan surat pemberitahuan pajak 

daerah. Dalam sistem ini wajib pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat 

pasif, yakni hanya melakukan penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan 
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dalam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang 

terutang. 

c. Mekanisme with holding system 

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan with holding system 

menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang 

ditunjuk oleh pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat 

pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 

pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sistem pemungutan 

pajak ditinjau dari manual prosedur-prosedur yang ada di dalam pemungutan 

pajak hotel. Untuk mengetahui tentang sistem dan prosedur diperlukan referensi 

agar mengerti apa yang dimaksud dengan sistem dan prosedur. Oleh karena itu, 

peneliti mengutip pengertian mengenai sistem dan prosedur dari pendapat 

beberapa ahli berikut ini. 

Sistem menurut Moscove yang dikutip oleh Baridwan (2012:4) menjelaskan 

sistem adalah suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut sub-

sistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan 

satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu (Mulyadi, 2010:2). Menurut H.Kerzner yang dikutip oleh Arfan Ikhsan 

dan Prianthara (2009:12) menjelaskan sistem adalah sekelompok komponen yang 

terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (non-human) yang diorganisir dan 
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diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut dapat bertindak 

sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir. 

Sutabri (2004:18) mendefinisikan sistem sebagai berikut: 

Sistem adalah merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi. Prosedur adalah 

suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam 

satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 

seragam transaksi organisasi yang terjadi secara berulang-ulang.  

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan 

suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (sub-sistem) yang 

bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan suatu prosedur. Prosedur menurut Mulyadi (2010:5) adalah suatu 

urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 

departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi, Sistem dan 

prosedur merupakan satu kesatuan dimana sistem terdiri dari jaringan prosedur 

yang sudah dibuat dan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara 

berulang-ulang. 

Sistem dan prosedur merupakan bagian dari sistem akuntansi. Sistem 

akuntansi menurut Stettler yang dikutip oleh Baridwan (2012:4)  menjelaskan 

bahwa: 

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-

prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha 

suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik 

dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk 

mengawasi usahanya, dan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti 

pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai 

hasil operasi. 
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 Sistem akuntansi menurut Arfan Ikhsan dan Prianthara (2009:13) yaitu 

kumpulan formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur yang digunakan 

sedemikian rupa untuk menyediakan dan mengolah data keuangan yang berfungsi 

sebagai media kontrol bagi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan 

bisnis. Sistem informasi akuntansi menurut Moscove yang dikutip oleh Baridwan 

(2012:4) adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, 

menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi 

keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar 

(seperti inspeksi pajak, investor dan kreditur, dan pihak-pihak dalam (terutama 

manajemen)). Menurut Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan menjelaskan sistem akuntansi pemerintahan adalah 

rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain 

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 

pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Berdasarkan pengertian 

tentang sistem akuntansi dan sistem akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan 

bahwa sistem akuntansi dan sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu 

rangkaian sistematik dari prosedur yang di dalamnya terdapat formulir, catatan, 

dan organisasi yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan 

oleh lembaga pemerintahan. 

Penelitian ini memfokuskan pada sistem dan prosedur pemungutan pajak 

hotel sehingga peneliti mengutip referensi yang relevan untuk menjelaskan lebih 

detail mengenai sistem dan prosedur. Salah satu referensi yang digunakan yaitu 
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berdasarkan modul sistem dan prosedur penerimaan kas dari Pendapatan Asli 

Daerah. Modul tersebut menjelaskan mengenai penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah yang dapat dilaksanakan dengan 3 mekanisme atau prosedur, yaitu 

pertama melalui pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan, kedua 

melalui pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi menyetorkan uang melalui 

bendahara penerimaan pembantu kemudian bendahara penerimaan pembantu 

melaporkan kepada bendahara penerimaan, dan ketiga melalui pihak ketiga/wajib 

pajak/wajib retribusi menyetorkan uang melalui bank pemerintah yang ditunjuk, 

bank lain, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos (dppka.jogjaprov.go.id). 

Pada sistem dan prosedur dalam modul juga menyebutkan beberapa hal yang 

harus ada di dalam pelaksanaan kegiatan dari prosedur, yaitu fungsi atau pihak 

yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, dan deskripsi 

prosedur. 

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan sistem dan prosedur memerlukan 

formulir yang digunakan untuk mencatat dan digunakan sebagai bukti adanya 

suatu kegiatan atau transaksi. Menurut Mulyadi (2010:3) formulir merupakan 

dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering 

disebut dengan dokumen, karena formulir peristiwa yang terjadi dalam organisasi 

di dokumentasikan di atas secarik kertas. Formulir dibuat bertujuan untuk 

meminta dilakukannya suatu tindakan dan digunakan untuk mencatat tindakan 

yang telah dilaksanakan (Mulyadi, 2010:81). Jadi dapat disimpulkan untuk 

melakukan kegiatan sistem diperlukan suatu dokumen yang mendukung karena 

digunakan untuk mencatat peristiwa yang terjadi dan yang sudah terjadi. 
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C. Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah 

Mengetahui definisi dari sistem di atas, selanjutnya akan diuraikan 

mengenai pengertian pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah untuk mengetahui 

informasi mengenai sumber-sumber dari penerimaan daerah. Menurut Halim 

(2002:64) pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk  

peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode 

tahun anggaran bersangkutan. Yani (2002:240) berpendapat bahwa pendapatan 

merupakan penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang 

menjadi hak daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 

dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah  pendapatan 

yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2010:15). Yani (2002:39) menjelaskan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Definisi di atas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah yang  

dipungut oleh lembaga pemerintah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai pemerintahan dan 

pembangunan di daerah. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mendukung 

kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga 

pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari 

potensi daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik. Dengan adanya 
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pemberlakuan otonomi daerah, daerah diharapkan mampu mengatur urusan rumah 

tangganya sendiri. Untuk mengatur rumah tangganya pemerintah daerah 

memerlukan sumber dana untuk membiayai kegiatan tersebut sehingga daerah 

perlu memiliki sumber pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang 

dimilikinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6 

ayat (1), maka sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Menurut Yani (2002:15) sumber-sumber pendapatan daerah adalah sumber 

keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. 

Dengan adanya sumber-sumber daerah yang berasal dari potensi daerah yang 

dikembangkan maka akan membuat pemerintah daerah berusaha untuk terus 

meningkatkan potensi yang ada di daerahnya. Sehingga pemerintah daerah dapat 

membiayai urusan rumah tangganya sendiri.  

Perkembangan pendapatan daerah dapat dihitung menggunakan laju 

pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahun. Laju pertumbuhan merupakan 

perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan yang diterima dengan 

realisasi penerimaan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya. Untuk 

menghitung laju pertumbuhan penerimaan pendapatan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

    RPAD = PADt – PAD(t-1)  x100% 

    PAD(t-1) 
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Keterangan : 

  RPAD = Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PADt  = Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 

    ke t 

  PAD(t-1)= Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 

    Sebelumnya 

(Sumber : Noralita, ____:18) 

 

Berdasarkan uraian mengenai Pendapatan Asli Daerah di atas dijelaskan  

bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah. Siahaan 

(2010:7) menjelaskan bahwa: 

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) 

berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang 

oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali 

(kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

 

 Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang harus 

dibayarkan oleh masyarakat bersifat paksaan didasarkan undang-undang 

digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

 Ciri-ciri pajak menurut Siahaan (2010:7) sebagai berikut: 

a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; 

b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah 

pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut); 

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 

individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh oleh si 

pembayar pajak). Dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara 

jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu; 

d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra 

prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak; 

e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak; 

f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya, wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik 

sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan kesempatan kepada 

pemerintah daerah untuk memungut pajak yang sesuai dengan jenis pajak yang 

wajib dipungut oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak harus bersifat 

potensial karena pajak digunakan untuk pembangunan daerah dan juga 

mengantisipasi kondisi dan situasi perkembangan perekonomian daerah di masa 

mendatang. Pemungutan pajak ditetapkan dengan peraturan daerah apabila telah 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 

b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; 

c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum; 

d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan atau obyek pajak 

pusat; 

e. Potensinya memadai; 

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; 

g. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; 

h. Menjaga kelestarian lingkungan. 

(Siahaan, 2010:44)  

 

Uraian di atas menjelaskan bahwa pajak merupakan pungutan daerah yang 

wajib dibayarkan bersifat paksaan dan sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku. Pemungutan pajak diserahkan ke daerah masing-masing sesuai dengan 

potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pajak yang dipungut oleh setiap daerah 

harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang 

berlaku. 

Mardiasmo (2009:12) mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut: 

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

  

Definisi di atas menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran yang harus 

dibayarkan oleh pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan langsung. 

Pajak daerah bersifat memaksa. Hal ini dikarenakan pajak daerah didasari dengan 

adanya Undang-Undang dan nantinya pendapatan dari pajak daerah digunakan 

untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Setiap 

daerah memiliki jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang ada di 

wilayah masing-masing daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Kurniawan 

(2004:47) dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pajak provinsi, yang dipungut oleh provinsi, yang terdiri dari; 

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 

2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota, yang terdiri dari; 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 

g. Pajak parkir  

Ada tujuh jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Tujuh 

jenis pajak tersebut memiliki peran yang mendukung untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Dari ketujuh jenis pajak yang telah disebutkan salah 

satunya adalah pajak hotel yang merupakan salah satu pajak daerah yang 

berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adanya jenis-jenis 
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pajak yang telah disebut diatas tentu memiliki dasar-dasar pemungutan mengapa 

daerah perlu melakukan pemungutan atas pajak daerah. Dasar pemungutan pajak 

berkaitan dengan adanya penetapan tarif pajak yang akan dipungut oleh 

pemerintah daerah. Kurniawan (2010:79) menjelaskan mengenai ketentuan tarif 

pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah Pasal 3 Ayat (2) tentang ketentuan tarif pajak Kabupaten/Kota yang 

menyatakan bahwa tarif pajak untuk pajak Kabupaten/Kota ditetapkan paling 

tinggi sebesar: 

a. 10% untuk pajak hotel 

b. 10% untuk pajak restoran 

c. 35% untuk pajak hiburan 

d. 25% untuk pajak reklame 

e. 10% untuk pajak penerangan jalan 

f. 20% untuk pajak pengambilan bahan galian golongan C 

g. 20% untuk pajak parkir 

Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi atau tarif maksimal yang dapat 

diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan 

pemungutan pajak daerah Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing. Dari 

ketentuan penetapan tarif pajak diatas diharapkan pemerintah daerah dapat 

menetapkan tarif pajak tersebut dengan maksimal. Dengan adanya tarif pajak yang 

dipungut tidak terlepas dari cara sistem pemungutan pajak itu sendiri.  

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah mempunyai tata cara tersendiri untuk 

melakukan pemungutan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2009:15) pemungutan 

pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban 

perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan 
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berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban 

perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan  Pajak 

Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), 

dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 

Berdasarkan uraian tentang tata cara pemungutan pajak, setiap wajib pajak 

diharapkan memenuhi dan melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan tata 

cara pemungutan pajak yang berlaku di daerahnya. 

 

D. Pajak Hotel 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 

ayat 21 menjelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh hotel, dan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau 

peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 

rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 

dari sepuluh. Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga 

dan hiburan (Siahaan, 2010:301). Dalam pengenaan pajak hotel yang menjadi 

obyek pajak, yaitu pembayaran atas tersedianya pelayanan yang disediakan oleh 

hotel sebagai berikut: 

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek 
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b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat 

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan 

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, 

bukan untuk umum 

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel 

(Siahaan, 2010:302)   

 

Adanya obyek pajak tidak terlepas dari adanya subyek pajak dan wajib 

pajak hotel. Subyek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Siahaan, 

2010:303). Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa subyek pajak merupakan 

konsumen yang menggunakan atau menikmati fasilitas hotel dan konsumen 

tersebut membayar kepada orang pribadi atau badan yang memberikan pelayanan 

hotel atau yang memiliki usaha hotel tersebut. Sedangkan yang disebut wajib 

pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dalam lingkungan 

pekerjaannya membuka usaha di jasa penginapan (Siahaan, 2010:303). 

Dasar pengenaan pajak hotel yakni berasal dari jumlah pembayaran atau 

yang seharusnya dibayar kepada hotel (Siahaan, 2010:304). Pembayaran yang 

dimaksudkan adalah pembayaran yang dibayarkan untuk penggantian atas 

pelayanan, fasilitas, dan jasa yang telah dipakai oleh subyek pajak (konsumen) 

dan apapun yang berkaitan dengan usaha hotel. Pembayaran ini merupakan 

pembayaran berupa uang yang berdasarkan harga jual yang ditetapkan oleh wajib 

pajak (pengusaha hotel). 

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk 
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menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing 

daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi 

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda 

dengan Kabupaten/Kota lainnya. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 Pajak terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak 

        = tarif pajak x jumlah pembayaran atau yang seharusnya  

           dibayar kepada hotel  

(Siahaan, 2010:305) 

 

Pajak hotel terutang dipungut berdasarkan daerah dimana hotel tersebut 

berada. Cara pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, karena kegiatan 

pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Apabila 

pemungutan pajak hotel terutang diserahkan kepada pihak ketiga dimungkinkan 

adanya kerjasama dalam proses pemungutan pajak, seperti pencetakan formulir 

perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data 

dan subjek pajak. Dalam proses pemungutan pajak yang tidak termasuk dalam 

kerjasama dengan pihak ketiga yaitu kegiatan dalam perhitungan besarnya pajak 

terutang, pengawasan dalam penyetoran pajak, dan penagihan pajak (Siahaan, 

2010:310-311). 

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya pajak hotel 

merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa pajak hotel 

dipungut oleh daerah dengan menerapkan peraturan daerah yang sesuai dengan 

Undang-Undang tentang pajak daerah. Tarif pajak hotel sudah ditetapkan oleh 
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Undang-Undang yang diserahkan kepada pemerintah daerah agar pemerintah 

daerah dapat leluasa menetapkan tarif pajak hotel yang diinginkan supaya tidak 

sama pengenaan tarif pajak hotel masing-masing daerah. Tarif pajak hotel yang 

diterapkan tidak boleh lebih dari ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 10% dari 

pendapatan hotel setiap bulan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis 

(Sugiyono, 2011:2). Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam 

sebuah penelitian karena digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dan 

konsisten dengan permasalahan yang ada sehingga tujuan dari penelitian tesebut 

dapat tercapai. 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan 

kualitatif. Jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan 

gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan 

terhadap obyek yang diteliti (Kountur, 2007:108). Sedangkan Mardalis (2003:44) 

mendeskripsikan penelitian deskriptif sebagai berikut: 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini 

berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, 

dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 

Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara 

variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa dan tidak 

menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi-

informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan deskripsi 

yang nyata dan akurat mengenai fakta-fakta dari sistem pemungutan pajak hotel 

yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012:6). Tujuan dari 

pendekatan kualitatif adalah memahami fenomena sosial melalui gambaran 

holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam (Moleong, 2012:31). 

Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dapat 

mendeskripsikan mengenai penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang 

diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan. 

  

B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian sangat penting karena dengan adanya fokus maka 

suatu penelitian tidak akan bersifat meluas. Menurut Spradley yang dikutip oleh 

Sugiyono (2013:286) menyatakan bahwa “Fokus itu merupakan domain tunggal 

atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial”. Dalam penelitian kualitatif, 

penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi 

yang diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Situasi sosial yang akan diteliti 
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meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2013:285). 

Fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 

a. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel. 

b. Fungsi-fungsi yang terkait. 

c. Catatan yang digunakan. 

d. Dokumen yang digunakan 

e. Tarif penetapan pajak hotel. 

2. Penerapan sistem pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan 

 

C. Lokasi Dan Situs Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mengadakan 

penelitian, untuk menentukan lokasi penelitian perlu dipertimbangkan apakah 

lokasi tersebut sudah sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Keterbatasan 

geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu dijadikan 

pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian (Nazir, 2005:60). 

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk 

No.14 Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan 

kesesuaian daerah yang menjadi tempat penelitian. Kabupaten Pasuruan memiliki 
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letak wilayah yang sangat strategis untuk disinggahi karena potensi pariwisata 

yang ada di Kabupaten Pasuruan baik sehingga banyak pengusaha yang 

memfasilitasi kehadiran pengunjung yang ingin berlibur, salah satunya adalah 

usaha di bidang perhotelan atau jasa penginapan. Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan instansi yang dijadikan tempat penelitian 

karena pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh instansi 

tersebut. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti 

menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi 

situs dalam penelitian ini adalah ruang lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 

D. Sumber Data Dan Jenis Data 

Untuk memperoleh data yang cukup lengkap dan relevan dengan pokok 

masalah yang dibahas, maka cara yang dipakai untuk mengumpulkan data tersebut 

adalah: 

1. Data primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

langsung dari subyek penelitian menggunakan wawancara atau interview 

yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak hotel dan pihak terkait 

dalam sistem pemungutan pajak hotel juga staff pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data sekunder 

dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dapat 

berupa catatan, informasi, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan 

obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari arsip dan dokumen-dokumen resmi yang ada di Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan sistem 

pemungutan pajak hotel. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

data sejarah Kabupaten Pasuruan, data sejarah berdirinya Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, data struktur organisasi Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, data penerimaan target 

dan realisasi pajak hotel, data penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pasuruan, dan dokumen-dokumen pendukung dalam sistem 

pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data dalam 

penelitian. Menurut Sugiyono (2012:62) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Dalam rangka pengumpulan data guna 

melengkapi dan menunjang validitas data digunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Wawancara atau interview 

Menurut Moleong (2000:135) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mendapat 

informasi secara langsung dari narasumber. Wawancara yang digunakan 

adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan 

wawancara yang sebelumnya sudah disiapkan daftar pertanyaan untuk 

melakukan tanya jawab dengan sesuai pedoman wawancara sehingga dapat 

memperoleh informasi lebih jelas dan mendalam. 

2. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif pasif. Menurut 

Sugiyono (2013:312) Observasi partisipatif pasif dalam hal ini peneliti 

datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2012:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan penulisan 

penelitian ini. Dalam  penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen yang 

didapat dari lokasi penelitian, kemudian dokumen tersebut dipelajari dan 

apabila memiliki keterkaitan dengan fokus yang diteliti maka dokumen 

tersebut dimasukkan ke dalam hasil penelitian. 
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F. Instrumen Penelitian 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu 

kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian 

merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan 

data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Dalam penelitian 

kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, hal ini 

berarti peneliti merupakan kunci dari penelitian kualitatif. Akan tetapi, setelah 

fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen 

penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara (Sugiyono, 2012:61). Adapun instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Catatan lapangan 

Catatan yang ditulis secara rinci, cermat, luas dan mendalam yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang 

aktor, aktivitas, ataupun tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. 

2. Pedoman wawancara (interview guide) 

Sebagai pedoman dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data 

primer. Pedoman wawancara berisi rangkaian daftar pertanyaan yang akan 

ditayangkan kepada narasumber sehingga peneliti mendapatkan data yang 

valid. 
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3. Pedoman dokumentasi 

Dokumen-dokumen terkait dengan suatu data yang diperlukan untuk 

penelitian berbentuk angka atau formulir yang kemudian dianalisis sehingga 

dapat ditarik suatu kesimpulan. 

Dengan menggunakan instrumen penelitian tersebut di atas maka peneliti 

akan mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai sistem pemungutan pajak 

hotel di Kabupaten Pasuruan untuk selanjutkan dimasukkan dalam penyajian data 

dan di analisis dalam hasil penelitian. 

 

G.  Analisis data 

Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono (2013:334) menyatakan 

bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain”. Sedangkan Spradley (1980) yang dikutip oleh Sugiyono (2013:335) 

menyatakan bahwa “Analisis dalam penelitian jenis apapun adalah merupakan 

cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap 

sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya 

dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola”. Dari uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun 

data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi yang kemudian dijabarkan dalam bagian-bagian, menyusun dalam 
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pola, dan memilih mana yang penting dan terkait dengan penelitian sehingga 

dapat ditarik kesimpulan dan mudah dipahami oleh orang lain.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis data 

kualitatif menurut Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984) dikutip oleh 

Sugiyono (2011:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Komponen analisis data menurut Miles and 

Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2011:247-253) sebagai berikut : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Langkah pertama yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam tahap 

ini, peneliti akan mereduksi data mengenai sistem dan prosedur pemungutan 

pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pasuruan, fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan 

pajak hotel, dokumen dan catatan yang digunakan dalam prosedur 

pemungutan pajak hotel, tarif penetapan pajak hotel, data penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Langkah kedua, setelah data direduksi yaitu mendisplaykan data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
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singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang di 

teliti. Penyajian data yang akan disajikan meliputi: 

1. Mendeskripsikan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasuruan untuk mengetahui tugas dan fungsi masing-

masing. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem pemungutan pajak hotel yang 

diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis tarif penetapan pajak hotel dengan 

data penerimaan pajak hotel Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2008-

2012. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis data penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2008-2012 dengan menggunakan 

perhitungan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 

atau teori. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
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penerapan dari sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kabupaten Pasuruan 

a. Sejarah Singkat Kabupaten Pasuruan 

Sejarah Kabupaten Pasuruan bermula dari Peradaban Kerajaan Kalingga 

atau Ho Ling yang diperintah oleh seorang Raja bernama Sima. Pada Tahun 742-

755 Masehi. Ibu kota Kerajaan Kalingga dipindahkan ke wilayah timur oleh Raja 

Kiyen yaitu daerah Po-Lu-Kia-Sien yang ditafsirkan Pulokerto. Pulokerto adalah 

salah satu nama desa di wilayah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasoeroean. 

Dalam era jaman Majapahit dari abad XII sampai Abad XVI Masehi nama 

Pasuruan sebagai nama tempat hunian masyarakat dikenal pertama kali dan 

tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Sesudah 

kerajaan Majapahit berangsur surut berdirilah kerajaaan islam diantaranya 

Kerajaan Demak Bintoro, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan 

Mataram. 

Perkembangan selanjutnya pada masa kolonial Belanda berdasarkan 

Staatblad 1900 Nomor 334 Tanggal 1 Januari 1901 dibentuklah Kabupaten 

Pasoeroean yang wilayahnya berbatasan dengan Madura, Laut Hindia, Sebelah 

barat dengan residen Kediri dan Surabaya. Setelah melakukan kajian yang utuh 

dan menyeluruh terhadap fakta sejarah Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh lima 
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kriteria pokok dalam penetapan hari jadi yang disepakati oleh masyarakat 

Kabupaten Pasoeroean yaitu: 

1. Adanya periode sejarah tertua; 

2. Bukti tertulis dan peninggalan tertua; 

3. Pemukiman yang tertua; 

4. Struktur pemerintahan tertua dan bersifat Indonesia–Sentris; 

5. Menunjukkan kebanggaan pada peradaban lokal. 

Maka diperoleh hari kelahiran Kabupaten Pasoeroean berdasarkan Prasasti 

Cungrang/Sukci yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan 

Gempol, maka Kabupaten Pasuruan lahir pada hari Jumat, 18 September 929 M. 

Dan dari dasar perjalanan sejarah maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 

Nomor 8 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang menetapkan 

tanggal 18 September sebagai Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dan diperingati 

setiap tahunnya di wilayah Kabupaten Pasuruan (Sumber : Kabupaten Pasuruan 

Dalam Angka 2013).  

b.  Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan 

Sejarah singkat Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa lahirnya suatu 

daerah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Setiap daerah mempunyai visi 

agar daerah tersebut memiliki pandangan ke masa depan sehingga daerah tersebut 

tetap konsisten dan memiliki jati diri yang berbeda dengan daerah lain dan untuk 

mewujudkan visi tersebut maka daerah juga perlu mempunyai misi. Misi 

merupakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar visi 
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yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kabupaten 

Pasuruan memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

Visi : 

 “ Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera dan Maslahat” 

Misi :  

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, 

transparan, dan responsif; 

2. Mewujudkan sumber daya (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui 

pemerataan dan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan 

pondok pesantren; 

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan ; 

4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar 

desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, 

perikanan, dan peternakan; 

5. Mewujudkan tata kehidupan sosial-masyarakat yang aman, tentram, 

religius, harmonis, serta berkebudayaan. 

(Sumber : www.pasuruankab.go.id)  

c. Aspek Geografis Kabupaten Pasuruan 

Kabupaten Pasuruan dengan luas wilayah 147.401,50 Ha secara geografis 

terletak antara 112
0
33’55” hingga 113

0
05’37” Bujur Timur dan antara 7

0
32’34” 

hingga 7
0
57’20” Lintang Selatan, merupakan kawasan segitiga emas karena  

terletak pada poros distribusi ekonomi 3 kawasan, yaitu jalur Surabaya-Jember-

Banyuwangi-Bali, Surabaya-Malang, dan Malang-Jember-Banyuwangi-Bali. 

Secara administratif Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan, 24 

Kelurahan, dan 341 Desa, dengan batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kota Pasuruan, Selat Madura, 

  dan Kabupaten Mojokerto. 

2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kota 

  Batu. 

3. Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. 

4. Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. 

(Sumber : www.pasuruankab.go.id) 

 

 

 

http://www.pasuruankab.go.id/
http://www.pasuruankab.go.id/
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2. Profil Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

a. Sejarah Singkat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten          

Pasuruan 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki sejarah 

dalam pembentukannya. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan ini terbentuk pada tanggal 2 Januari 2009. Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan gabungan dari 2 Dinas dan 2 bagian  

yang ada di Kabupaten Pasuruan, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pasar, 

Bagian Keuangan, dan Bagian Perlengkapan. Penggabungan ini diatur oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah sehingga 2 Dinas dan 2 Bagian yang melebur menjadi 

satu dan diberi nama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Lokasi Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah ini berada di Komplek Kantor Dinas Bupati yaitu 

Jl. Hayam Wuruk No.14 Kabupaten Pasuruan. 

b. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan 

Visi dan misi merupakan bagian penting bagi setiap organisasi atau 

lembaga. Setiap lembaga atau organisasi tentu memiliki visi dan misi yang ingin 

dicapai. Begitu juga dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan juga memiliki visi dan misi yang ingin dicapai agar kinerja yang 

dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Visi dan misi Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut: 

Visi : 

 “Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan 

akuntabel” 
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Misi : 

1. Mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah; 

2. Mewujudkan tertib penatausahaan asset daerah. 

(Sumber : Restra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

  Tahun 2013-2018)  

 

c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah   Kabupaten Pasuruan 

Setiap lembaga atau organisasi selain memiliki visi dan misi tentu memiliki 

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai pelengkap bagi visi dan misi 

tersebut maka organisasi atau lembaga membuat suatu tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah yang baik; 

2. Meningkatnya kualitas tata kelola asset daerah yang baik. 

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut: 

1. Terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan daerah; 

2. Terselenggaranya tata kelola pengelolaan asset daerah. 

(Sumber : Restra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

    Tahun 2013-2018) 

 

d. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasuruan 

Menurut Restra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2013-2018, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

memiliki kedudukan sebagai pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab 

kepada Bupati. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati 
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melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan yaitu membantu Bupati untuk melaksanakan penyelenggaraan 

pembangunan daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset 

daerah berdasarkan asas otonomi dan asas pembantuan. Oleh sebab itu, Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu bagian 

penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan. 

Berdasarkan kedudukan dan tugas tersebut maka Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan  mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pendataan, penetapan, 

dan pelaporan pendapatan; 

2. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang kekayaan dan investasi; 

3. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang anggaran dan belanja; 

4. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang akuntansi; 

5. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pengendalian, penagihan, 

dan pengembangan pendapatan; 

6. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD); 

7. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi 

Anggaran Pendapatan; 

8. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib 

dilaksanakan dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; 

9. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/perdesaan; 

10. Pendataan, penilaian, dan penetapan PBB perkotaan/perdesaan; 

11. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/perdesaan; 

12. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 

PBB perkotaan/perdesaan; 

13. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 

PBB perkotaan/perdesaan; 

14. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/perdesaan; 

15. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Bupati.  

(Sumber : Restra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

    Tahun 2013-2018)  
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e. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Struktur organisasi Kabupaten Pasuruan diatur oleh Peraturan Daerah 

Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Dinas Daerah, maka perlu ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan. Selain diatur oleh Peraturan Daerah struktur organisasi Kabupaten 

Pasuruan juga diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 56) yang telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2010. Struktur organisasi Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai 

berikut:
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Gambar 1 

Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

Sumber : Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2012 
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f. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

Setiap bagian yang ada di struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki tugas pokok dan fungsi pada masing-

masing bagian. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas, memiliki tugas: 

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, dan  

mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. 

2. Sekretariat, mempunyai tugas: 

Sekretariat melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, umum 

dan kepegawaian serta keuangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang 

sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Sekretariat memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan 

pelaporan; 

b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 

c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum, dan 

keuangan; 

d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan; 

e. Mengkoordinasikan usulan program dan laporan hasil kegiatan 

masing-masing bidang; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: 

Melaksanakan penyusunan program dan pembuatan laporan. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut maka Sub Bagian Penyusunan Program dan 

Pelaporan mempunyai fungsi: 

a. Pengkoordinasian penyusunan program dari masing-masing bidang; 

b. Pengolahan data untuk bahan penyusunan program; 

c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program; 

d. Penerimaan hasil laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing 

bidang; 

e. Penganalisaan, pengevaluasian, serta pengendalian terhadap 

pelaksanaan program; 

f. Penyusunan anggaran keuangan bersama Sub Bagian Keuangan; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : 

Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mempunyai fungsi: 

a. Pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian; 

b. Pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan; 

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol; 

d. Penyusunan kebutuhan pengadaan barang-barang keperluan kantor 

serta perbekalan lain; 
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e. Pelaksanaan inventarisasi, tata usaha penyimpanan, dan 

pendistribusian barang; 

f. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan bangunan dan sarana dan 

prasarana Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran 

dan perlengkapan; 

h. Pelaksanaan pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain 

milik Dinas Daerah; 

i. Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan, dan rapat dinas serta 

persiapan penerimaan dan pengaturan tamu; 

j. Pelaksanaan pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, 

mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir, dan 

pensiun pegawai; 

k. Penyusunan formasi pegawai dan perencanaan kepegawaian; 

l. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian; 

m. Pelaksanaan pengurusan kesejahteraan pegawai; 

n. Pelaksanaan peningkatan disiplin pegawai; 

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

5. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : 

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Sub Bagian Keuangan 

mempunyai fungsi: 
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a. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan 

Anggaran Dinas Daerah; 

b. Pelaksanaan usulan anggaran Dinas Daerah; 

c. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan, akuntansi, dan laporan 

keuangan; 

d. Pelaksanaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD 

serta laporan pertanggungjawaban keuangan; 

e. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; 

f. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 

g. Pelaksanaan urusan tata kelola keuangan untuk program wajib seluruh 

SKPD seperti yang diatur dalam Permendagri 13/2005 dan 

Permendagri 59 Tahun 2006, serta melakukan penyelesaian tuntutan 

ganti rugi terhadap kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan; 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

6. Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan, memiliki 

tugas: 

Melaksanakan tugas Dinas lingkup pendaftaran dan pendataan, 

penetapan, dan perhitungan, serta pembukuan dan pelaporan pendapatan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Bidang Pendataan, Penetapan, 

dan Pelaporan mempunyai fungsi: 
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a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pendataan dan 

penetapan serta pembukuan dan pelaporan pendapatan; 

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendaftaran dan pendataan, 

penetapan, dan perhitungan, beserta pembukuan dan pelaporan 

pendapatan; 

c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib 

retribusi, dan pendapatan daerah lainnya; 

d. Pelaksanaan pengelolaan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD) dan pengelolaan pendataan wajib pajak; 

e. Pelaksanaan proses perhitungan dan penetapan pajak daerah; 

f. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan membawahi 

seksi yang terkait. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 

Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan. Bidang Pendataan, 

Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan membawahi: 

a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan 

lingkup pendaftaran dan penetapan. 

b) Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan 

lingkup perhitungan dan penetapan pokok pajak daerah. 
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c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas 

melaksanakan pembukuan, pencatatan penerimaan dari pungutan, 

pembayaran, dan penyetoran pendapatan daerah serta menyiapkan 

laporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan 

daerah. 

7. Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan, 

mempunyai tugas: 

Melaksanakan Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan 

Daerah. Untuk memenuhi tugas tersebut maka Bidang Pengendalian, 

Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, penagihan dan keberatan, 

pengembangan dan pembinaan pendapatan terhadap sumber-sumber 

pendapatan daerah; 

b. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional kepada setiap unit kerja 

daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, 

dan PAD lainnya yang sah; 

c. Penyusunan perencanaan pendapatan daerah; 

d. Pelaksanaan pengembangan Pendapatan Asli Daerah; 

e. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah; 

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah; 

g. Perumuskan dan penyusunan Peraturan Pajak Daerah; 

h. Pelaksanaan kajian identifikasi Potensi Pajak Daerah; 
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i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Pajak 

Daerah; 

j. Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan keberatan wajib pajak; 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan 

membawahi seksi yang terkait. Setiap seksi dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan 

Pendapatan. Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan 

Pendapatan membawahi: 

a) Seksi Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas menyusun rencana 

pendapatan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi serta pemungutan 

pendapatan daerah dan merumuskan naskah rencana peraturan daerah 

dan keputusan kepala daerah tentang pajak dan retribusi daerah dan 

pendapatan daerah lainnya yang sah. 

b) Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas penagihan dan keberatan. 

c) Seksi Pengembangan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas pengembangan dan pembinaan pendapatan. 

8. Bidang Kekayaan dan Investasi, mempunyai tugas: 

Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan kekayaan daerah dan 

penyusunan rencana pengelolaan investasi daerah baik dalam jangka 
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pendek maupun jangka panjang. Untuk melaksanakan tugas tersebut 

maka Bidang Kekayaan dan Investasi mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan konsep program kerja Bidang Kekayaan dan Investasi 

untuk acuan pelaksanaan tugas; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan; 

c. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengadaan 

barang daerah; 

d. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah 

e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah; 

f. Pelaksanaan pembinaan terhadap tata kelola barang milik daerah; 

g. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Kekayaan dan Investasi memiliki seksi yang terkait. Setiap 

seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 

tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kekayaan dan Investasi. 

Bidang Kekayaan dan Investasi membawahi: 

a) Seksi Investarisasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan dan investasi di bidang 

inventarisasi dan pemeliharaan. 

b) Seksi Kebutuhan dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan dan investasi di bidang 

kebutuhan dan penghapusan. 
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c) Seksi investasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan kekayaan dan investasi. 

9. Bidang Anggaran dan Belanja, mempunyai tugas: 

Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

pelaksanaan penyusunan anggaran, belanja pengawai dan 

perbendaharaan. Untuk memenuhi tugas tersebut maka Bidang Anggaran 

dan Belanja memiliki fungsi: 

a. Penyusunan konsep program kerja Bidang Anggaran dan Belanja 

untuk acuan Pelaksanaan tugas; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran, belanja pegawai, 

dan pendaftaran; 

c. Penyiapan kebutuhan pembiayaan surplus dan defisit anggaran; 

d. Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dan perubahan Anggaran 

Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD); 

e. Penyusunan dan verifikasi belanja pegawai; 

f. Penyusunan nota keuangan bahan pembinaan administrasi keuangan; 

g. Penyelenggaraan pembinaan kebendaharawaan; 

h. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Anggaran dan Belanja memiliki seksi yang terkait. Setiap 

seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 

tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Belanja. 

Bidang Anggaran dan Belanja membawahi: 
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a) Seksi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan anggaran dan belanja di bidang anggaran. 

b) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan anggaran dan belanja di bidang perbendaharaan. 

c) Seksi Gaji mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan anggaran dan belanja di bidang gaji. 

10. Bidang Akuntansi, mempunyai tugas: 

Melaksanakan akuntansi, pelaporan, dan evaluasi terhadap transaksi 

keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Bagian Akuntansi 

memiliki fungsi: 

a. Penyusunan konsep program kerja Bidang Akuntansi untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 

b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan Akuntansi 

Keuangan Daerah; 

c. Penyusunan konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 

d. Penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan konsep Rancangan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban; 

e. Pelaksanaan APBD, pelaksanaan evaluasi atas realisasi APBD; 

f. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Akuntansi memiliki seksi yang terkait. Setiap seksi dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas 
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bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi. Bidang Akuntansi 

membawahi: 

a) Seksi akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas bidang akuntansi di bidang akuntansi. 

b) Seksi pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas bidang akuntansi di bidang pelaporan keuangan daerah. 

c) Seksi evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas bidang akuntansi di bidang evaluasi realisasi keuangan daerah. 

11.  Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas: 

Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahliannya. 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin 

oleh tenaga fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

12.  Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) 

Merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. UPTD dipimpin oleh seorang 

Kepala yang berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa 
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mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari: 

a. UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah I Pandaan 

b. UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah II Purwosari 

c. UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah III Bangil 

d.  UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah IV Grati 

e. UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah V Winongan 

f. UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah VI Kejayan 

(Sumber : Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2008 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) 

 

B. Penyajian Data 

1. Sistem Pemungutan Pajak Hotel yang Diterapkan Oleh Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

a. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel 

Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel merupakan salah satu bagian 

penting untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak hotel. Dengan adanya 

sistem dan prosedur pemungutan yang efisien maka akan meningkatkan 

penerimaan pajak hotel yang diinginkan. Untuk mendapatkan data mengenai 

sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan, dilakukan 

wawancara kepada setiap bagian yang terkait dengan sistem pemungutan pajak 

hotel. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan sistem pemungutan 

pajak hotel di Kabupaten Pasuruan menganut sistem pemungutan self assessment, 
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sedangkan untuk prosedur pemungutan pajak hotel disajikan dalam bagan alir 

pada gambar 2 sebagai berikut: 
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BAGIAN PENDATAAN 
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BAGIAN PENETAPAN 
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Sumber : Data Diolah, 2014 
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BAGIAN PEMBUKUAN DAN PELAPORAN / BENDAHARA PENERIMA 
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Lanjutan.. Bagian Pembukuan BAGIAN PENAGIHAN, 

PENGENDALIAN, DAN 
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UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
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Gambar 2 

Bagan Alir Dokumen Sistem Pemungutan Pajak Hotel 

 

  Sumber : Data Diolah, 2014 
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a) Wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap 

omset yang sudah dihitung pajak hotel sebesar 10% dan disetorkan setiap 

bulan. 

b) Wajib pajak menyetorkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan 

rekap omset ke pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan melalui bagian pendataan. 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) terdiri dari 4 (empat) rangkap dan 

diberikan kepada: 

Lembar 1 : Wajib Pajak  

Lembar 2 : Bagian Penetapan 

Lembar 3 : Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Lembar 4 : Arsip 

Rekap omset terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diberikan kepada: 

Lembar 1 : Wajib Pajak 

Lembar 2 : Bagian Penetapan 

Lembar 3 : Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Lembar 4 : Arsip 

c) Bagian pendataan mencocokkan, memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) dan rekap omset sudah sama dan sesuai dengan potensi pajak 

apa belum. 

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset kemudian 

diinput dan diverifikasi. Bagian pendataan melakukan verifikasi Surat 
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Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang sesuai dengan 

potensi pajak hotel.  

e) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang sudah 

diverifikasi disetorkan ke bagian penetapan untuk dihitung besar pajak yang 

harus dibayarkan. 

f) Setelah dihitung besar pajaknya, maka bagian penetapan membuat nota 

perhitungan dan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) yang dicetak bersama-sama. 

Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diberikan 

kepada: 

Lembar 1 : Wajib Pajak 

Lembar 2 : Bagian Pembukuan 

Lembar 3 : Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Lembar 4 : Bank Jatim 

Nota perhitungan terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diberikan kepada: 

Lembar 1 : Wajib Pajak 

Lembar 2 : Bagian Pembukuan 

Lembar 3 : Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Lembar 4 : Arsip 

g) Wajib pajak menerima Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) untuk digunakan 

dalam pembayaran setoran pajak hotel melalui Bank Jatim. 

h) Bank Jatim menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kemudian 

melakukan transaksi penerimaan pembayaran setoran pajak hotel dengan wajib 
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pajak. Setelah transaksi selesai dibuatkan Bukti Tanda Setor (BTS) sebanyak 2 

(dua) rangkap dan diberikan kepada: 

Lembar 1 : Bank Jatim 

Lembar 2 : Wajib Pajak 

i) Wajib pajak menerima Bukti Tanda Setor (BTS) yang nantinya ditunjukkan 

kepada bagian penetapan bahwa sudah melakukan pembayaran pajak hotel. 

j) Bukti Tanda Setor (BTS) diinput oleh bagian penetapan. Hasil inputan tersebut 

dikirimkan kepada bagian pembukuan dan pelaporan melalui aplikasi simpada. 

k) Bagian pembukuan dan pelaporan menerima inputan data Bukti Tanda Setor 

(BTS) kemudian membuat bukti setor pajak, selanjutnya bukti setor pajak 

tersebut diberikan kepada wajib pajak. 

l) Bank Jatim menginput setoran pajak hotel yang sudah dibayar oleh wajib pajak 

berdasarkan Bukti Tanda Setor (BTS). Setoran pajak hotel berupa rekening 

koran. 

m) Rekening Koran yang sudah dibuat oleh Bank Jatim pada hari itu, diambil oleh 

bagian pembukuan dan pelaporan pada keesokan harinya (sehari setelah 

transaksi).  

n) Bagian pembukuan dan pelaporan membuat Surat Tanda Setor (STS) 

berdasarkan rekening koran yang sudah dilaporkan oleh Bank Jatim. Surat 

Tanda Setor (STS) dicetak sebanyak 4 (empat) rangkap dan diberikan kepada: 

Lembar 1 :  Kas Daerah 

Lembar 2 : Wajib Pajak 

Lembar 3 : Unit Pelaksana Teknis Daerah 
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Lembar 4 : Arsip 

o) Bagian pembukuan dan pelaporan berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) 

membuat laporan realisasi penerimaan pajak hotel. Laporan realisasi dibuat 5 

(lima) rangkap dan diberikan kepada: 

Lembar 1 :  Arsip 

Lembar 2 : Bagian Penetapan 

Lembar 3 : Bagian Pendataan 

Lembar 4 : Bagian Akuntansi 

Lembar 5 : Kas Daerah 

p) Bagian penetapan berdasarkan nota perhitungan lembar pertama dan laporan 

realisasi lembar kedua dari bagian pembukuan dan pelaporan mencocokkan 

kedua dokumen tersebut. Apabila sudah sesuai dengan perhitungan, maka 

kedua dokumen tersebut diarsipkan oleh bagian penetapan. 

q) Bagian pembukuan dan pelaporan berdasarkan laporan realisasi, membuat 

laporan piutang sebanyak 9 (sembilan) rangkap dan diberikan kepada: 

Lembar 1 :  Bagian Penagihan, Pengendalian, dan Pengembangan 

Lembar 2 : Bagian Penetapan 

Lembar 3 : Bagian Pendataan 

Lembar 4 : Bagian Keuangan 

Lembar 5 : Bagian Akuntansi 

Lembar 6 : Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Lembar 7 : Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Lembar 8 : Unit Pelaksana Teknis Dinas 
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Lembar 9 : Arsip 

Lembar 6, 7, dan 8 diberikan kepada 3 Unit Pelaksana Teknis Dinas yang 

berbeda sesuai dengan tempat dimana wajib pajak hotel berada. Laporan 

piutang dibuat agar dapat diketahui wajib pajak yang kurang bayar pajak yang 

sudah ditentukan. 

r) Bagian penagihan, pengendalian, dan pengembangan menerima laporan 

piutang lembar pertama dari bagian pembukuan dan pelaporan. Apabila 

terdapat piutang terhadap wajib pajak, maka bagian penagihan, pengendalian, 

dan pengembangan membuat Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan 

mencetak Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk para wajib pajak yang 

telat atau belum membayar sampai batas jatuh tempo pembayaran dan dikirim 

ke wajib pajak tersebut. 

s) Unit Pelaksana Teknis Daerah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD), rekap omset, Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), Nota Perhitungan, 

dan Surat Tanda Setor (STS) untuk dicocokkan apakah sudah sesuai atau 

belum. Jika sudah sesuai, dokumen-dokumen tersebut diarsipkan. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prosedur pemungutan pajak hotel, 

terdapat satu prosedur yang tidak jelas urutan kegiatannya. Menurut informasi 

hasil wawancara dengan salah satu informan, kegiatan wajib pajak pada saat 

membayar pajak hotel di Bank Jatim dan menerima Bukti Tanda Setor (BTS), 

maka wajib pajak langsung pulang dan tidak kembali lagi ke Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk menunjukkan Bukti Tanda Setor 

(BTS). Namun, hasil wawancara dengan informan yang berbeda, setelah wajib 
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pajak melakukan pembayaran ke Bank Jatim dan mendapat Bukti Tanda Setor 

(BTS) wajib pajak kembali ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan sesuai dengan sistem yang berlaku untuk mendapatkan bukti setor pajak 

sementara sebelum diberi Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti pembayaran 

secara resmi yang diterima oleh wajib pajak dari Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Adanya perbedaan informasi yang diberikan tersebut menyebabkan 

ketidaksesuaian prosedur sesuai dengan sistem yang berlaku pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan hal ini menyebabkan 

terjadinya kerancuan data pada prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten 

Pasuruan. 

b. Fungsi-fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel di 

Kabupaten Pasuruan adalah: 

1. Fungsi bagian pendataan 

Fungsi pendataan bertanggung jawab untuk memeriksa dan menginput 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset hotel yang 

diisi dan disetorkan oleh wajib pajak. 

2. Fungsi bagian penetapan 

Fungsi penetapan bertanggung jawab untuk menghitung besar pajak 

hotel yang harus dibayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) dan rekap omset. Kemudian mengeluarkan nota perhitungan dan 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk digunakan membayar pajak hotel.  
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3. Fungsi bagian pembukuan dan pelaporan 

Fungsi bagian pembukuan dan pelaporan bertanggung jawab untuk 

mencetak Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti wajib pajak telah 

membayar pajaknya dan membuat laporan tentang realisasi penerimaan 

pajak hotel berdasarkan laporan setoran pajak hotel berupa rekening koran 

yang dibuatkan oleh pihak ketiga yaitu Bank Jatim. Fungsi bagian 

pembukuan dan pelaporan juga membuat laporan piutang berdasarkan 

laporan realisasi. 

4. Fungsi bagian penagihan, pengendalian, dan pengembangan 

Fungsi bagian penagihan, pengendalian, dan pengembangan 

bertanggung jawab untuk menagih piutang wajib pajak jika telat atau belum 

membayar pajak setelah jatuh tempo. Fungsi ini juga bertanggung jawab 

untuk memonitoring setoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak 

sudah sesuai dengan nota perhitungan atau pajak yang seharusnya 

dibayarkan. Jika terbukti adanya piutang, fungsi ini mengeluarkan Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk menagih piutang yang belum 

dibayarkan oleh wajib pajak. 

5. Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Fungsi unit pelaksana teknis daerah bertanggung jawab untuk 

mengirimkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada wajib pajak yang 

mempunyai piutang. Fungsi ini juga bertanggung jawab sebagai tempat 

pengarsipan dokumen terkait dengan prosedur pemungutan pajak daerah 

yang terdapat pada UPTD yang tersebar di Kabupaten Pasuruan. 
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c. Catatan yang digunakan 

Catatan yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di 

Kabupaten Pasuruan adalah: 

1. Rekening Koran 

Rekening Koran digunakan untuk melaporkan hasil setoran pajak 

hotel yang telah dibayar oleh wajib pajak. Rekening koran dikeluarkan oleh 

pihak ketiga yaitu Bank Jatim sebagai laporan hasil setor pajak yang 

diterima dari wajib pajak. 

d. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di 

Kabupaten Pasuruan adalah: 

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

Dokumen yang harus diisi oleh setiap wajib pajak yang digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak hotel sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang di 

berlakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 

2. Rekap Omset 

Dokumen yang harus diisi oleh setiap wajib pajak hotel di Kabupaten 

Pasuruan pada saat akan melakukan transaksi pembayaran pajak hotel di 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Dokumen ini 

digunakan sebagai bukti hasil penerimaan pendapatan hotel yang diterima 

oleh wajib pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.  
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3. Nota Perhitungan 

Dokumen ini berisi mengenai besar pajak hotel yang harus dibayar 

oleh wajib pajak. Selanjutnya, untuk menentukkan besar pajak hotel 

tersebut, disesuaikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

dan rekap omset yang disetorkan oleh wajib pajak hotel di Kabupaten 

Pasuruan. 

4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

Dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran 

pajak melalui pihak ketiga yaitu Bank Jatim di Kabupaten Pasuruan. Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD) dibuat dan dikeluarkan bersama dengan nota 

perhitungan dan sesuai dengan nomor urut dokumen tersebut. 

5. Bukti Tanda Setor (BTS) 

Dokumen yang digunakan sebagai bukti setoran pembayaran pajak 

hotel yang diterima oleh wajib pajak dari hasil transaksi dengan Bank Jatim 

yang terdapat di Kabupaten Pasuruan. 

6. Bukti Setor Pajak 

Dokumen ini sebagai bukti setor pajak sementara yang dikeluarkan 

oleh bagian pembukuan dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasuruan, bahwa wajib pajak tersebut telah melakukan 

transaksi pembayaran pajak hotel. 

7. Surat Tanda Setor (STS) 

Dokumen yang dicetak oleh bagian pembukuan dan pelaporan sebagai 

bukti bahwa wajib pajak telah membayar pajaknya sekaligus sebagai bukti 
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resmi yang diberikan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan kepada wajib pajak yang telah membayar pajak hotel. 

8. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

Dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi 

administratif berupa denda atau bunga kepada wajib pajak. Surat Tagihan 

Pajak Daerah (STPD) tersebut dikeluarkan oleh bagian penagihan, 

pengendalian, dan pengembangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pasuruan untuk melakukan tagihan pajak hotel. 

9. Laporan Realisasi 

Dokumen yang digunakan sebagai laporan realisasi akan penerimaan 

pajak hotel. Laporan realisasi ini digunakan sebagai bukti bahwa target yang 

ditentukan sudah tercapai atau belum tercapai sesuai dengan realisasi pajak 

hotel yang didapat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan. 

10. Laporan Piutang 

Dokumen yang digunakan sebagai laporan piutang. Laporan piutang 

menunjukkan wajib pajak yang memiliki piutang. Berdasarkan laporan 

piutang tersebut, bagian penagihan menagih piutang yang dimiliki oleh 

wajib pajak untuk kemudian dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki 

piutang tersebut kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan. 
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e. Tarif penetapan pajak hotel 

Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan ditentukan sendiri 

oleh pemilik hotel sesuai dengan penerimaan pendapatan hotel setiap bulan 

sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tidak 

menetapkan standar tarif penetapan pajak hotel yang harus dibayarkan. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tarif penetapan pajak 

hotel dihitung dan ditetapkan sebesar 10% dari akumulasi penerimaan 

pendapatan hotel. Dari total penerimaan pendapatan hotel selama satu bulan 

maka 10% penerimaan pendapatan hotel digunakan untuk membayar pajak 

hotel. Jika terdapat keterlambatan dalam pembayaran pajak hotel, maka 

wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang 

belum atau kurang dibayarkan. 

Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh data mengenai penerimaan 

pajak hotel Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2008-2012. Pada tabel 1 

telah disajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel 

dan diketahui bahwa setiap tahun target yang ditentukan untuk penerimaan 

pajak hotel mengalami kenaikan. Realisasi akan pencapaian target tersebut 

juga mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel 1 tersebut, dapat dihitung 

prosentase dari penerimaan realisasi target penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2008-2012 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 

Anggaran 2008-2012 

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 2008-2012 

 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 target 

penerimaan pajak hotel yang ditentukan sebesar Rp 1.450.000.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp 1.680.805.436, itu artinya realisasi target penerimaan 

pajak hotel tercapai sebesar Rp 230.805.436 atau sekitar 115,92%. Pada 

tahun 2009 target penerimaan pajak hotel ditentukan sebesar Rp 

1.851.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.122.064.678, ini artinya 

realisasi target penerimaan pajak hotel tercapai sebesar Rp 270.164.678 atau 

sekitar 114,59%. Pada tahun 2010 target penerimaan pajak hotel ditentukan 

sebesar Rp 2.402.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.431.626.774, ini 

artinya realisasi target penerimaan pajak hotel tercapai sebesar Rp 

29.626.774 atau sekitar 101,23%. Pada tahun 2011 target penerimaan pajak 

hotel ditentukan sebesar Rp 2.452.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 

2.466.897.528, ini artinya realisasi target penerimaan pajak hotel tercapai 

sebesar Rp 14.897.528 atau sekitar 100,61%. Pada tahun 2012 target 

penerimaan pajak hotel yang ditentukan sebesar Rp 3.005.500.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp 4.220.307.170,34, ini artinya realisasi target 

penerimaan tercapai sebesar Rp 1.214.807.170 atau sekitar 140,42%. 

No Tahun 

Anggaran 
Target 

(dalam Rp) 

Realisasi 

(dalam Rp) 

Prosentase  

(dalam %) 

  1 2 3 = (2 :1) x 100% 

1 2008 1.450.000.000,00 1.680.805.436 115,92 

2 2009 1.851.900.000,00 2.122.064.678 114,59 

3 2010 2.402.000.000,00 2.431.626.774 101,23 

4 2011 2.452.000.000,00 2.466.897.528 100,61 

5 2012 3.005.500.000,00 4.220.307.170,34 140,42 
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Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun terdapat 

kenaikan target dan realisasi penerimaan pajak hotel, tetapi jika dilihat dari 

selisih pencapaian prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel setiap 

tahun mengalami penurunan. Penurunan prosentase realisasi target 

penerimaan pajak hotel dapat dilihat dari tahun 2008 hingga 2011 dan 

kenaikan pencapaian prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel 

secara drastis dapat dilihat pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.214.807.170 

atau sekitar 140,42%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 

pencapaian prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel yang 

mengalami penurunan yaitu tahun 2011 dimana prosentase realisasi target 

penerimaan pajak hotel merupakan pencapaian prosentase paling kecil yaitu 

sebesar Rp 14.897.528 atau sekitar 100,61%. Menurut hasil wawancara 

dengan informan, pembayaran yang dilakukan di Bank Jatim terkadang 

terdapat setoran yang tidak bertuan. Hal ini menyebabkan jumlah setoran 

yang didapat tidak sama dengan jumlah setoran yang diperkirakan. Oleh 

karena itu, agar tidak terjadi perbedaan pada peningkatan target dan realisasi 

penerimaan pajak hotel dengan pencapaian prosentase realisasi target 

penerimaan pajak hotel diperlukan pemaksimalan pengelolaan terhadap 

potensi pajak hotel dan pengawasan pembayaran setoran pajak hotel di 

Kabupaten Pasuruan. 
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2. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan 

Setiap tahun pemerintah daerah menentukan target yang ingin dicapai untuk 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan untuk merealisasikan target tersebut 

maka pemerintah daerah perlu menggali potensi sumber pajak yang ada dengan 

melakukan pengelolaan lebih maksimal terhadap potensi sumber-sumber pajak. 

Menurut hasil wawancara, target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui dan dihitung prosentase realisasi target 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut: 

Tabel 4 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan 

Tahun Anggaran 2008-2012 
No Tahun 

Anggaran 
Target 

(dalam Rp) 

Realisasi 

(dalam Rp) 

Prosentase  

(dalam %) 

  1 2 3= (2:1) x100% 

1 2008 65.647.336.587,79 80.437.436.655,96 122,52 

2 2009 81.531.532.520,65 87.356.770.052,57 107,14 

3 2010 97.485.174.652,00 100.309.476.757,47 102,89 

4 2011 143.862.843.477,00 155.276.540.400,47 107,93 

5 2012 164.540.940.700,43 194.858.675.370,94 118,43 

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 2008-2012 

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa prosentase realisasi penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah atas target mengalami penurunan dari tahun 2008-2010 

dan terjadi kenaikan prosentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atas 

target pada tahun 2011 dan tahun 2012. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2012 

cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2011, hal ini di duga adanya 

kontribusi dari sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 

2011 dan 2012 cukup besar. Dari data realisasi penerimaan pajak hotel di atas, 
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dapat dihitung mengenai laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah dari tahun ke tahun. Perhitungan laju pertumbuhan tersebut dihitung 

sebagai berikut: 

       
             

        
       

 

                
                                   

                 
               

 

                
                                      

                 
                

 

                
                                       

                  
                

 

                
                                       

                  
                

 

 

 Berdasarkan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di atas diketahui 

bahwa pada tahun 2008 ke 2009 laju pertumbuhan pada tahun tersebut tercapai 

sebesar 8,60%. Tahun 2009 ke 2010 terjadi peningkatan laju pertumbuhan 

Pendapatan Asli Daerah sebesar 14,82%. Peningkatan laju pertumbuhan 

Pendapatan Asli Daerah terjadi secara signifikan pada tahun 2010 ke 2011 yaitu 

sebesar 54,79%. Namun, pada tahun 2012 laju pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2011 

yaitu sebesar 25,49%. Dengan adanya perhitungan laju pertumbuhan pada 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan dapat diketahui seberapa besar 

pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan seberapa besar 
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pemerintah daerah dapat mempertahankan realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah dari tahun ke tahun. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten 

Pasuruan 

a. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel  

Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan menggunakan sistem pemungutan self 

assessment dimana wajib pajak bersifat aktif dalam pembayaran pajak hotel yaitu 

menghitung dan menyetor pajaknya sendiri kepada pihak yang ditunjuk oleh 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai tempat 

pembayaran, sedangkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan bersifat pasif yaitu hanya melakukan pengawasan dan penyuluhan 

terhadap wajib pajak hotel. Hal ini sesuai dengan teori sistem pemungutan self 

assessment yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya kepada Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Dalam sistem pemungutan 

pajak hotel terdapat beberapa prosedur yang saling berkaitan satu dan yang lain 

yaitu prosedur pemungutan, prosedur verifikasi, prosedur penetapan, dan prosedur 

pencatatan penerimaan. 

Prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan di awali dengan 

wajib pajak diminta untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan rekap 
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omset hasil pendapatan hotel itu sendiri. Dengan mengisi Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah dan rekap omset sendiri maka wajib pajak tersebut telah menghitung 

dan memperhitungkan pajak hotel yang akan dibayarkan. Dokumen Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah berisi tentang jumlah penerimaan pendapatan pajak 

hotel setiap bulan, sedangkan rekap omset berisi tentang jumlah penerimaan 

pendapatan pajak hotel setiap harinya dan jumlah penerimaan pendapatan tersebut 

akan diakumulasikan pada setiap akhir bulan. Sehingga jumlah penerimaan 

pendapatan pajak hotel yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

dan rekap omset harus seimbang. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya 

kesalahan dalam penetapan tarif pajak hotel, karena tarif pajak hotel ditetapkan 

berdasarkan jumlah penerimaan pendapatan hotel dikali 10%. Penetapan tarif 

pajak hotel sebesar 10% yang diperoleh dari penerimaan pendapatan hotel sudah 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 

tentang pajak hotel. Oleh karena itu,  pengisian informasi mengenai penerimaan 

pendapatan hotel pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap 

omset sesuai dengan penerimaan pendapatan pajak hotel yang sebenarnya. 

Prosedur verifikasi merupakan prosedur dimana potensi pajak hotel yang 

memenuhi persyaratan diverifikasi atau disetujui sebagai wajib pajak hotel yang 

membayar pajak sesuai dengan potensi pajak yang dimiliki. Dalam hal ini yang 

dimaksud bagian verifikasi adalah bagian pendataan. Pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, bagian pendataan merupakan bagian 

pertama yang mendata potensi pajak hotel sudah layak atau belum menjadi 

potensi pajak yang sesuai dengan kriteria potensi pajak hotel di Kabupaten 
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Pasuruan, sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak hotel. 

Bagian pendataan dalam sistem pemungutan pajak hotel merupakan bagian 

pertama yang menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap 

omset yang telah diisi oleh wajib pajak hotel. Bagian pendataan mencocokkan 

jumlah penerimaan pendapatan hotel pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) dan rekap omset sudah sebanding jumlah penerimaannya atau belum 

memenuhi target. Oleh karena itu, bagian pendataan merupakan bagian penting 

dalam prosedur pemungutan pajak hotel karena bagian ini merupakan bagian awal 

yang menentukkan layak atau tidak hotel tersebut untuk dijadikan potensi wajib 

pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. 

Prosedur penetapan merupakan prosedur yang menetapkan besar pajak yang 

harus dibayarkan sesuai dengan informasi penerimaan pendapatan hotel pada 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang sudah disetor 

oleh wajib pajak. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 

bagian penetapan merupakan bagian yang menetapkan besar pajak hotel yang 

harus dibayarkan oleh wajib pajak hotel. Bagian penetapan mengeluarkan Surat 

Setor Pajak Daerah (SSPD) dan nota perhitungan sebagai dokumen yang 

digunakan oleh wajib pajak hotel untuk pengantar melakukan pembayaran setoran 

pajak hotel di Bank Jatim. Sehingga, bagian penetapan diharapkan menetapkan 

besar pajak hotel sesuai dengan penerimaan pendapatan hotel yang tercantum 

dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang 

disetorkan untuk menghindari adanya kebocoran penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Pasuruan. 
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Prosedur pencatatan merupakan bagian yang mencatat seluruh penerimaan 

pajak hotel dan menjadikannya sebagai laporan akhir penerimaan pajak hotel. 

Prosedur pencatatan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

dilakukan oleh bagian pembukuan dan pelaporan atau bendahara penerima. 

Bagian ini merupakan bagian akhir yang paling penting dalam prosedur 

pemungutan pajak hotel karena bagian pembukuan dan pelaporan merupakan 

bagian yang mencatat seluruh penerimaan pajak hotel dan melaporkan penerimaan 

pajak hotel tersebut di dalam laporan realisasi penerimaan pajak hotel. Bagian 

pembukuan dan pelaporan menerima laporan hasil setoran pajak hotel yang dibuat 

oleh Bank Jatim. Bagian pembukuan dan pelaporan mengeluarkan dan mencetak 

Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti pembayaran secara formal yang diberikan 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan kepada wajib pajak 

hotel yang sudah membayar pajaknya. Selain itu, Surat Tanda Setor (STS) juga 

digunakan sebagai pedoman untuk membuat laporan realisasi penerimaan pajak 

hotel. Oleh karena itu, bagian pembukuan dan pelaporan merupakan bagian yang 

mencatat seluruh penerimaan pajak hotel dan menyajikannya dalam laporan 

realisasi penerimaan pajak hotel. 

Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan teori 

sistem dan prosedur yang sudah dijelaskan di kajian pustaka. Dimana sistem 

terdiri dari prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang. Dalam hal ini sistem pemungutan pajak hotel 

terdiri dari prosedur pemungutan pajak hotel, sedangkan prosedur pemungutan 
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pajak hotel terdiri dari beberapa orang dalam tiap bagian yang berbeda dan 

melakukan kegiatan pemungutan pajak hotel secara berulang-ulang setiap harinya. 

Namun, ditemukan satu kegiatan pada flowchart yang tidak perlu dilakukan 

oleh bagian penetapan karena juga dilaksanakan oleh bagian Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD). Kegiatan yang dimaksud yaitu mencocokkan antara nota 

perhitungan dan laporan realisasi penerimaan pajak hotel. Menurut peneliti, 

kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) yang memiliki semua arsip berkaitan dengan sistem pemungutan pajak 

hotel dari awal prosedur pemungutan hingga adanya laporan piutang. Bagian 

penetapan tidak perlu mencocokkan nota perhitungan dengan laporan realisasi 

penerimaan pajak hotel karena bagian penetapan hanya bertanggung jawab dalam 

lingkup perhitungan dan penetapan pajak hotel sesuai dengan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang sudah disetorkan 

oleh wajib pajak di awal prosedur pemungutan pajak hotel. 

Adapun kelemahan yang ditemukan dalam sistem dan prosedur pemungutan 

pajak hotel adalah sebagai berikut: 

1. Tahap dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang 

dilampaui oleh wajib pajak cukup panjang. Hal ini dibuktikan dengan 

kegiatan ketika wajib pajak telah membayar pajak di Bank Jatim dan 

mendapat Bukti Tanda Setor (BTS), wajib pajak kembali ke Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya bagian penetapan untuk 

menunjukkan Bukti Tanda Setor (BTS) tersebut agar wajib pajak 
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mendapatkan Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti pembayaran pajak 

dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 

2. Adanya ketidaksesuaian informasi mengenai data pada salah satu 

prosedur dimana informan memberikan pendapat yang berbeda mengenai 

kegiatan wajib pajak setelah membayar pajak hotel di Bank Jatim dan 

menerima Bukti Tanda Setor (BTS). Hal ini menyebabkan tidak ada 

kejelasan prosedur bagi pelaksana pemungutan pajak hotel, artinya 

masing-masing pelaksana pemungutan pajak tidak begitu memahami 

kegiatan dalam pemungutan pajak hotel tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu manual prosedur dalam pemungutan pajak hotel agar 

masing-masing pihak yang terkait dengan pemungutan pajak hotel dapat 

memahami prosedur pemungutan pajak tersebut. 

Kelebihan dari sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten 

Pasuruan yaitu sistem dan prosedur yang diterapkan di Kabupaten Pasuruan sudah 

baik dan berurutan meskipun pada salah satu kegiatan terdapat kegiatan yang 

kurang jelas informasinya. Pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel 

menggunakan sistem pemungutan self assessment lebih efisien karena Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tidak perlu mengeluarkan 

biaya operasional dalam melakukan pemungutan pajak hotel.  

b. Fungsi-fungsi yang terkait  

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam pemungutan pajak terdiri dari 5 fungsi 

yang berkaitan satu dengan yang lain. Masing-masing fungsi mempunyai tugas 

dan tanggung jawabnya sendiri. Dari hasil penelitian, tidak ditemukan adanya 
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tugas yang dijalankan secara rangkap oleh masing-masing bagian. Setiap bagian 

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

c. Catatan dan dokumen yang digunakan 

Formulir merupakan dokumen dan catatan yang digunakan untuk mencatat 

adanya transaksi. Dalam sistem pemungutan pajak hotel juga memerlukan suatu 

catatan dan dokumen sebagai bukti dan arsip untuk Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasuruan dan wajib pajak hotel. Oleh karena itu, catatan dan 

dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel sangat penting 

dan berhubungan satu dengan yang lain. 

Catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel 

di Kabupaten Pasuruan sudah efisien. Hal ini dibuktikan dari adanya lampiran di 

setiap dokumen berisi informasi yang lengkap tentang pembayaran pajak hotel. 

Selain itu, setiap catatan dan dokumen memiliki nomor urut sehingga tidak 

sembarang catatan atau dokumen dapat dikeluarkan. Misalnya, pada Surat Setor 

Pajak Daerah terdapat nomor urut dan informasi tentang pembayaran pajak hotel 

atau yang termasuk dalam pengertian dari hotel itu sendiri, disertai dengan kode 

rekening tujuan pembayaran pajak hotel tersebut. Ada dua dokumen bukti resmi 

telah dilakukannya transaksi pembayaran pajak hotel yang diberikan kepada wajib 

pajak hotel berupa Bukti Tanda Setor (BTS) dari bank dan Surat Tanda Setor 

(STS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Oleh 

karena itu, untuk catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan 

pajak hotel di Kabupaten Pasuruan tidak ada hal yang perlu diperbaiki karena 

informasi yang diberikan dalam catatan dan dokumen tersebut sudah jelas dan 
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lengkap tentang informasi transaksi pembayaran pajak hotel sesuai dengan 

pengertian formulir. 

d. Tarif penetapan pajak hotel 

Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan yang dihitung sendiri 

oleh wajib pajak hotel berdasarkan penerimaan pendapatan hotel dapat diartikan 

bahwa sistem pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan 

merupakan sistem pemungutan self assessment. Dalam sistem pemungutan self 

assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan 

memperhitungkan sendiri pajak terutangnya. Penerapan sistem pemungutan self 

assessment untuk pajak hotel dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

kewenangan wajib pajak hotel dalam menghitung dan melakukan pembayaran 

pajak hotel serta menyetorkan hasil pajaknya sendiri kepada Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sehingga wajib pajak diberi kepercayaan 

dalam menetapkan tarif pajak hotelnya. Kegiatan ini sesuai dengan penjelasan 

mengenai sistem pemungutan self assessment yaitu sistem pembayaran pajak 

dengan wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, 

adanya penerapan sistem pemungutan self assessment dapat menghindari 

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana karena wajib pajak menyetorkan 

hasil pajaknya sendiri kepada pihak ketiga yaitu Bank Jatim yang telah ditunjuk 

oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai penerima 

pembayaran setoran pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. 
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Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel di tabel 3, 

sudah menjelaskan bahwa penerimaan realisasi pajak hotel telah mencapai bahkan 

melebihi target yang diinginkan sehingga terjadi adanya peningkatan realisasi 

penerimaan pajak hotel setiap tahun. Apabila dilihat dari hasil prosentase realisasi 

target penerimaan pajak hotel terdapat penurunan prosentase dari tahun 2008 

hingga tahun 2011 dan terjadi peningkatan prosentase cukup signifikan pada 

tahun 2012. Hal ini dapat dikarenakan penetapan prosentase target penerimaan 

pajak hotel dengan pencapaian prosentase realisasi penerimaaan pajak hotel tidak 

tercapai dengan seimbang, meskipun realisasi penerimaan pajak hotel selalu 

mengalami peningkatan setiap tahun. Sehingga, untuk mengetahui perhitungan 

prosentase target penerimaan pajak hotel dengan pencapaian prosentase realisasi 

penerimaan pajak hotel setiap tahun dilakukan perhitungan sebagai berikut: 
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Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa pada tahun 2008 ke tahun 

2009 diharapkan target penerimaan pajak hotel tercapai sebesar 127,74%, namun 

hanya terealisasi sebesar 126,25%. Pada tahun 2009 ke tahun 2010 diharapkan 

target penerimaan pajak hotel meningkat sebesar 129,70%, namun hanya 

terealisasi sebesar 114,59%. Pada tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan 

pencapaian target penerimaan pajak hotel yang diinginkan yaitu sebesar 102,08%, 

dan hanya terealisasi sebesar 101,45%. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 target 

penerimaan pajak hotel yang diinginkan mengalami peningkatan sebesar 122,57% 

dan telah terealisasi memenuhi target yang diinginkan yaitu sebesar 171,07%. 

Perhitungan di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2008 hingga tahun 2011 

antara prosentase target yang diinginkan dengan prosentase realisasi yang tercapai 

tidak terjadi keseimbangan, sedangkan pada tahun 2012 terjadi pencapaian 

prosentase realisasi penerimaan pajak hotel yang cukup signifikan. Prosentase 

target penerimaan pajak hotel yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun, 

dapat diartikan sebenarnya masih banyak potensi pajak hotel yang seharusnya 

dapat dikelola dan dijadikan sebagai obyek pajak hotel guna memberikan 

kontribusi kepada penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan, namun potensi 

pajak hotel belum dapat dikelola dengan lebih maksimal, misalnya pengelolaan 

pada villa, losmen, homestay, rumah penginapan, dan kos di Kabupaten Pasuruan 

belum dapat dikelola dengan maksimal karena ketidakjelasan data tentang pemilik 
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usaha tersebut. Oleh karena itu, diharapkan Dinas Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Pasuruan lebih mengelola potensi pajak hotel yang belum terdata 

maupun yang sudah terdata dengan lebih maksimal agar prosentase target 

penerimaan pajak hotel yang diinginkan dapat seimbang dengan hasil prosentase 

realisasi penerimaan pajak hotel meskipun setiap tahun target penerimaan pajak 

hotel yang diinginkan selalu dapat terealisasi. 

Secara umum tidak ada hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pemungutan 

pajak hotel karena sistem pemungutan yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sudah dilaksanakan dengan baik dan 

sesuai teori sistem dan prosedur yang ada. Sistem pemungutan pajak hotel di 

Kabupaten Pasuruan terdiri dari rangkaian prosedur yang saling berkaitan dalam 

melakukan kegiatan organisasinya, sedangkan prosedur pemungutan pajak hotel 

sudah sesuai dengan urutan kegiatan yang memiliki fungsi-fungsi yang terkait, 

dokumen dan catatan yang digunakan, juga adanya deskripsi prosedur yang sudah 

disajikan dalam penyajian data. Pada prosedur pembayaran pajak hotel juga sesuai 

dengan teori prosedur penerimaan kas yang ketiga yang menjelaskan bahwa 

pembayaran pajak dilakukan melalui pihak ketiga atau bank yang telah ditunjuk 

oleh pemerintah daerah untuk menerima hasil setoran pajak. Oleh karena itu, 

setiap sistem harus memiliki prosedur, fungsi yang terkait, catatan dan dokumen 

yang digunakan, dan deskripsi prosedur agar urutan kegiatan dari sistem menjadi 

mudah dipahami. 

Sejak sistem pemungutan self assessment diterapkan dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak hotel pada tahun 2010, hasil realisasi penerimaan pajak hotel 
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memang mengalami peningkatan di tahun 2011. Namun, pada prosentase dari 

realisasi target penerimaan pajak hotel di tahun 2011 mengalami penurunan. Hal 

ini dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, misalnya adanya penurunan pada 

jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap, hasil 

prosentase realisasi penerimaan pajak hotel tidak sebanding dengan target 

penerimaan pajak hotel yang diinginkan, kurangnya sosialisasi mengenai sistem 

pemungutan self assessment kepada wajib pajak hotel. Sedangkan, pada tahun 

2012 terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel dan peningkatan 

prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel. Peningkatan prosentase 

realisasi target penerimaan pajak hotel yang cukup signifikan dapat dikarenakan 

wajib pajak hotel sudah mulai memahami mengenai sistem pemungutan pajak 

hotel menggunakan self assessment dan kemungkinan peningkatan prosentase 

realisasi target penerimaan pajak hotel karena adanya pembayaran pajak hotel 

pada tahun sebelumnya yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, dibayarkan di 

tahun 2012 sehingga pembayaran pajak hotel yang seharusnya menjadi realisasi 

penerimaan pajak hotel di tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi penerimaan 

pajak hotel di tahun 2012. 

 

2. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan 

Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2008-2012 sudah 

disajikan pada tabel 4. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa target dan realisasi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan 
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setiap tahun. Pendapatan Asli Daerah memang harus terealisasi memenuhi target 

setiap tahun karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan 

penerimaan pendapatan yang berasal dari potensi sumber penerimaan yang ada di 

Kabupaten Pasuruan dan digunakan untuk pembangunan daerah. Hal ini sudah 

sesuai dengan penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah bahwa penerimaan 

yang diperoleh daerah berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang 

yang berlaku. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan 

diharapkan selalu terealisasi setiap tahunnya karena Pendapatan Asli Daerah dapat 

digunakan untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan dalam penyajian data, 

peningkatan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pasuruan tidak seimbang dengan adanya penurunan pada prosentase realisasi 

target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan yang diinginkan. 

Prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel mengalami penurunan, dapat 

dikarenakan pada pengelolaan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pasuruan belum dikelola dengan maksimal. Oleh karena itu, 

diharapkan jika target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan maka harus diimbangi dengan 

adanya peningkatan pada prosentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pasuruan karena dengan adanya keseimbangan tersebut dapat 

menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan sudah mampu mengelola sumber-

sumber penerimaan pendapatan daerah dengan maksimal. 
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Selain dilihat dari prosentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pasuruan, keseimbangan peningkatan target dan realisasi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan dapat diketahui melalui 

perhitungan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun. 

Adanya laju pertumbuhan tersebut dapat diketahui perkembangan pencapaian 

realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan cara pemerintah daerah dalam 

mempertahankan pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk 

memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diinginkan. Menurut 

hasil perhitungan, laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Pasuruan dari tahun 2008-2009, 2009-2010 hingga tahun 2010-2011 sudah baik 

karena mengalami kenaikan laju pertumbuhan setiap tahun yaitu sebesar 8,60%, 

14,82%, dan 54,79%. Namun, pada tahun 2011-2012 terjadi penurunan yang 

cukup signifikan terhadap laju pertumbuhan di Kabupaten Pasuruan yaitu sebesar 

25,49%, tetapi realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 

2012 mengalami peningkatan cukup besar pada tahun tersebut. Penurunan laju 

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011-2012 dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, misalnya penurunan pada jumlah penerimaan sumber-

sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, laju pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah perlu diperhatikan karena laju pertumbuhan tersebut merupakan gambaran 

untuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mencapai 

dan mempertahankan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun. 
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Menjawab data empiris di latar belakang yang menjelaskan bahwa ketika 

realisasi dan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan mengalami 

peningkatan setiap tahun dan jumlah pengunjung hotel yang mengalami 

penurunan setiap tahun disebabkan karena tidak adanya pencatatan lebih rinci 

mengenai data jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak 

menginap. Padahal, adanya data jumlah pengunjung hotel dapat memberikan 

informasi lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel yang selalu 

meningkat. Peningkatan penerimaan pajak hotel berasal dari pembayaran yang 

dilakukan oleh pengunjung baik pengunjung yang menginap maupun pengunjung 

yang tidak menginap dalam arti hanya menikmati pelayanan fasilitas yang 

diberikan oleh hotel. Pengunjung hotel merupakan subyek pajak yaitu orang atau 

badan yang melakukan pembayaran kepada hotel atas fasilitas pelayanan yang 

diterima di hotel tersebut. Diharapkan adanya data tentang jumlah pengunjung 

hotel yang menginap maupun yang tidak menginap dapat memberikan informasi 

lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan 

sehingga tidak terdapat kerancuan data di dalamnya. 

Secara garis besar, analisis mengenai sistem pemungutan pajak hotel di 

Kabupaten Pasuruan sudah baik. Penerapan sistem pemungutan di Kabupaten 

Pasuruan sudah menggunakan sistem pemungutan self assessment sejak tahun 

2010 yang artinya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sudah memberikan 

kepercayaan kepada wajib pajak hotel untuk menghitung, memperhitungkan, 

menyetor, dan melaporkan sendiri hasil pajaknya. Dengan penerapan sistem 
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pemungutan self assessment dapat menghindari adanya penyalahgunaan dana 

penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.  

Sejak sistem pemungutan self assessment pada pajak hotel diterapkan, pajak 

hotel dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pasuruan. Hal ini dilihat dari penerapan sistem pemungutan self assessment untuk 

pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sudah berjalan dengan baik dimana wajib 

pajak hotel melakukan penghitungan penetapan pajak hotel dan pembayaran pajak 

hotel kepada Bank Jatim. Dokumen yang digunakan dalam transaksi pembayaran 

pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sudah berisi informasi yang lengkap dan jelas 

mengenai pajak hotel sehingga dapat menghindari adanya kebocoran dana dalam 

penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. 

Penerapan sistem pemungutan self assessment di Kabupaten Pasuruan untuk 

pajak hotel sejak tahun 2010 dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Pasuruan. Dari peningkatan penerimaan pajak hotel tersebut, pajak 

hotel dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak hotel 

yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel yang nantinya 

penerimaan pajak hotel tersebut diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengumpulkan 

data-data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan 

dengan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka secara garis besar penelitian 

tentang “Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)”, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan menggunakan sistem pemungutan 

self assessment. Penggunaan sistem ini lebih efektif dan efisien dalam 

melakukan pemungutan pajak hotel karena wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajaknya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan sistem pemungutan self assessment 

untuk pajak hotel sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori dari 

sistem pemungutan self assessment. Fungsi-fungsi yang terkait dengan 

sistem pemungutan pajak hotel sudah baik karena fungsi-fungsi tersebut 

telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing 

sehingga tidak terjadi perangkapan tugas. Namun, masing-masing 

pelaksana dalam fungsi-fungsi yang terkait kurang memahami prosedur 
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pemungutan pajak hotel sehingga terjadi ketidaksesuaian informasi. 

Dokumen dan catatan yang digunakan sudah baik karena berisi mengenai 

informasi pembayaran pajak hotel dengan lengkap. Tarif penetapan pajak 

hotel di Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 

Tahun 2011 yaitu ditetapkan sebesar 10% dari penerimaan pendapatan 

hotel. Dengan penetapan tarif tersebut diperoleh data target dan realisasi 

penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2008-2012 yang mengalami 

peningkatan setiap tahun, tetapi jika dilihat dari prosentase realisasi 

penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan kenaikan prosentase target 

yang diinginkan. Hal ini dikarenakan terdapat potensi pajak hotel yang 

belum dapat dikelola secara lebih maksimal, misalnya villa, losmen, 

homestay, rumah penginapan, dan kos. Berdasarkan data empiris, ketika 

realisasi dan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan 

mengalami peningkatan setiap tahun dan jumlah pengunjung hotel 

mengalami penurunan setiap tahun disebabkan karena tidak adanya 

pencatatan lebih rinci mengenai data jumlah pengunjung hotel yang 

menginap maupun yang tidak menginap. Padahal, adanya data jumlah 

pengunjung hotel dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai 

asal penerimaan pajak hotel yang selalu meningkat. Sehingga, diharapkan 

adanya data tentang jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun 

yang tidak menginap dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai 

asal penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak 

terdapat kerancuan data di dalamnya. 
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2. Data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pasuruan tahun anggaran 2008-2012 sudah mengalami peningkatan setiap 

tahun. Namun, apabila dilihat dari laju pertumbuhan realisasi penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan, laju pertumbuhan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2008 hingga tahun 2011 sudah 

mengalami peningkatan dan sebaliknya pada tahun 2012 terjadi penurunan 

pada laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan. Akan 

tetapi, penurunan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pasuruan pada tahun 2012 tidak mempengaruhi pencapaian realisasi target 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan karena laju 

pertumbuhan merupakan gambaran mengenai tercapainya suatu target dan 

seberapa besar pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pasuruan dapat dipertahankan setiap tahunnya. 

Penerapan sistem pemungutan self assessment di Kabupaten Pasuruan untuk 

pajak hotel diterapkan sejak tahun 2010 dapat meningkatkan penerimaan 

pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. Dari peningkatan penerimaan pajak 

hotel tersebut, pajak hotel dapat membantu pemerintah daerah untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. Penerimaan 

pajak hotel sejak penerapan sistem pemungutan self assessment pada tahun 

2010 yang diberikan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan 

pada tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah sebesar Rp 2.431.626.774, Rp 

2.466.897.528, dan Rp 4.220.307.170,34. Oleh karena itu, sistem 

pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan 
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Daerah Kabupaten Pasuruan dapat memberikan pengaruh terhadap 

penerimaan pajak hotel yang nantinya penerimaan pajak hotel tersebut 

diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah yang memiliki peran untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran alternatif untuk sistem 

pemungutan pajak hotel agar dapat dilaksanakan lebih maksimal, yaitu: 

1. Meningkatkan koordinasi antar bagian atau fungsi yang terkait dalam 

sistem pemungutan pajak hotel sehingga setiap bagian atau fungsi yang 

terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel dapat memahami 

pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel yang sebenarnya agar tidak 

terjadi ketidaksesuaian informasi yang diberikan. 

2. Lebih menggali potensi pajak hotel yang ada baik potensi pajak hotel yang 

sudah terdata maupun yang belum terdata, khususnya villa, losmen, rumah 

penginapan, kos, dan homestay  yang ada di Kabupaten Pasuruan. 

3. Melakukan pencatatan terhadap jumlah pengunjung hotel yang menginap 

dan tidak menginap. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui asal 

penerimaan pajak hotel dimana penerimaan pajak hotel berasal dari 

penerimaan pendapatan hotel yang diterima oleh wajib pajak hotel berasal 

dari pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak hotel yang berkunjung 

ke hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan. 
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4. Melakukan peremajaan data setiap bulan untuk mengetahui perkembangan 

hotel karena pemilik hotel pasti mengembangkan usahanya setiap bulan, 

misalnya menambah jumlah kamar dan menambah fasilitas yang 

mendukung di hotel tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar potensi pajak 

hotel di Kabupaten Pasuruan dapat dikelola dengan maksimal sehingga 

penerimaan pendapatan pajak hotel akan mengalami kenaikan yang lebih 

signifikan setiap tahun. 

5. Memaksimalkan potensi pajak hotel sehingga dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan dan apabila dilihat dari 

prosentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai 

seimbang dengan prosentase target penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

yang diinginkan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

 Nama  : Hanindita Kumala Anggarini 

 Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL UNTUK 

   MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA 

   DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN) 

Ingin mengajukan permohonan wawancara sehubungan dengan penelitian yang sedang saya kerjakan guna 

memenuhi data yang diperlukan untuk skripsi. 

 

1. Bagaimana gambaran umum dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan? 

a. Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

b. Lokasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

c. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

d. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

f. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

 

2. Jumlah Hotel dan Kamar di Kabupaten Pasuruan 

a. Berapa jumlah hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan? Dan apa saja tipe hotel tersebut? 

b. Apakah ada standart harga/tarif kamar hotel yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten 

Pasuruan? Berapa harga/tarif kamar hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan? 

 

3. Jumlah Wisatawan yang Datang Berkunjung Tahun 2008-2012 

a. Apa yang menjadi dasar wisatawan datang berkunjung dan menginap di hotel yang tersedia di 

Kabupaten Pasuruan? 

b. Berapa jumlah wisatawan yang datang berkunjung untuk menginap di hotel yang tersedia di 

Kabupaten Pasuruan pada tahun 2009-2012? 
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4. Setoran Pajak Hotel Tahun 2008-2012 

a. Apakah ada standart setoran pajak hotel yang ditetapkan di Kabupaten Pasuruan? 

b. Berapa penerimaan setoran pajak hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya? 

c. Berapa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan pada 

tahun 2008-2012? 

 

5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2012 

a. Berapa target yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008-2012? 

b. Berapa realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pasuruan tahun 2008-2012?? 

 

6. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel 

a. Bagaimana proses pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan? 

b. Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan? 

c. Apakah penerapan sistem pemungutan pajak hotel tertera dalam Peraturan daerah Kabupaten 

Pasuruan? 

d. Apakah dari penerapan sistem pemungutan pajak hotel tersebut dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan? 

e. Bagaimana prosedur pembayaran pajak hotel di Kabupaten Pasuruan? 

f. Bagaimana prosedur penyetoran pajak hotel di Kabupaten Pasuruan? 

g. Bagaimana prosedur penagihan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan? 

h. Bagaimana prosedur pembukuan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan? 

i. Bagaimana pendataan, pendaftaran dan penetapan dari pajak hotel tersebut? 

j. Bagaimana sistem pelaporan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan? 

k. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan? 

 

7. Apa saja dokumen yang digunakan untuk pemungutan pajak hotel d Kabupaten Pasuruan? 



 


